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Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

Segala puji syukur atas segala rahmat dan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, Direktorat Pengawasan Distribusi Produk 

Terapetik dan PKRT telah menyelesaikan 

pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan anggaran 

pemerintah dalam bentuk Laporan Kinerja tahun anggaran 

2017. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk transparansi dan 

akuntabilitas kami sebagai penyelenggara layanan publik 

dalam berpartisipasi membangun tata kelola pemerintahan 

yang baik dan bersih (good governance and clean 

government).  

Dalam Laporan Kinerja yang telah disusun, kami menyajikan data capaian kinerja, 

kendala dan solusi dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 

2017. Selanjutnya, kami berharap laporan kinerja ini dapat menjadi bahan 

monitoring dan evaluasi dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan serta 

optimalisasi dan efisiensi realiasasi, baik realisasi kegiatan maupun realisasi 

anggaran kami di tahun-tahun mendatang. 

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik kepada seluruh 

pegawai Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT dan semua 

pihak yang telah membantu penyusunan dan penyajian data capaian kinerja 

dalam Laporan Kinerja 2017. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mewujudkan 

penyelenggaraan instansi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 

Akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat berguna untuk seluruh 

pihak terkait,  baik internal maupun eksternal. Kami akan terus berupaya 

meningkatkan kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT 

dalam mendukung usaha Badan POM untuk melindungi masyarakat dari Obat dan 

Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. 

 

Jakarta, 15 Februari 2018 

Direktur Pengawasan Distribusi 

Produk Terapetik dan PKRT, 

 

Drs. H. G. Kakerissa, Apt. 

NIP. 19620815 198803 1 001 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 

Mulai tahun anggaran 2000/2001 melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintahan wajib 

menyampaikan laporan akuntabilitas instansi pemerintah sebagai salah satu wujud 

pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Direktorat 

Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT yang merupakan salah satu unit 

eselon II di Badan POM juga telah menyampaikan laporan kinerja instansi 

pemerintah tersebut dari tahun ke tahun. 

Sebagai salah satu unit yang melaksanakan pengawasan post market di Badan 

POM, kegiatan kami mendukung program Pengawasan Obat dengan sasaran 

kegiatan yaitu Meningkatnya mutu sarana distribusi dan keamanan obat beredar. 

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut telah dibuat serangkaian kegiatan yang 

dapat diukur. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan 

tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja yang disertai target 

kinerja. 

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, sesuai Renstra tahun 2015-2019, dan 

revisi Renstra tahun 2017 Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT 

menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing didukung 

indikator kinerja relevan yang mendorong tercapainya Indikator Kinerja Utama 

tersebut. Indikator Kinerja Utama kami adalah 1) Jumlah PBF yang meningkat 

pemenuhan CDOB; 2) Jumlah tindak lanjut regulatory terkait keamanan obat pasca 

pemasaran; 3) Jumlah label obat beredar yang diawasi, dikaji dan memenuhi 

ketentuan; dan 4) Jumlah iklan obat yang diawasi, dikaji, dan memenuhi ketentuan. 

Indikator Kinerja Utama ini juga telah tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan 

Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja tahun 2017. 

Di tahun kedua Renstra 2015-2019 ini rata-rata capaian kinerja ke 4 (empat) 

Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebesar 98,43% dengan kategori Cukup, 

Selain Indikator Kinerja Utama tersebut, terdapat juga beberapa Indikator 

Pendukung. Apabila seluruh Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja 

pendukung diukur capaian kinerjanya, maka secara keseluruhan diperoleh capaian 

kinerja rata-rata sebesar 110,89% yang termasuk kategori Memuaskan.  

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Direktorat Pengawasan Distribusi 

Produk Terapetik dan PKRT seharusnya mendapatkan dana sebesar Rp 

17.952.815.000,-,. Beberapa waktu kemudian pemerintah menginstruksikan setiap 

Kementerian/ Lembaga untuk melakukan penghematan melalui mekanisme self 

blocking anggaran sebesar Rp. 3.247.614.000,-., sehingga dana yang bisa 

digunakan untuk kegiatan Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan 

PKRT adalah sebesar Rp. 14.705.201.000,-. Pada Bulan September 2017 diberikan 

dana tambahan hibah dari WHO sebesar Rp. 603.300.000,-., sehingga total jumlah 
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anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT menjadi Rp. 15.308.501.000. 

Penghematan anggaran melalui self blocking ini tidak merubah pagu anggaran 

sehingga realisasi anggaran dan perhitungan efisiensi dihitung dengan 

menggunakan kedua versi pagu (sebelum dan setelah penghematan). Realisasi 

anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT tahun 2017 adalah sebesar 

Rp. 13.978.936.386,-. 

Realisasi keuangan apabila dibandingkan dengan pagu sebelum self blocking 

adalah sebesar 79,35%, sedangkan apabila dibandingkan dengan pagu setelah 

self blocking adalah sebesar 91,31% (Data realisasi kegiatan dan keuangan secara 

lengkap dapat dilihat pada lampiran 5).  

Hal ini berdampak pada perhitungan efisiensi kegiatan, jika menggunakan pagu 

sebelum self blocking seluruh penggunaan dana untuk kegiatan yang dilaksanakan 

di tahun 2017 dikatakan efisien. Namun, jika menggunakan pagu setelah self 

blocking terdapat 12 (dua belas) kegiatan yang tidak efisien. Kegiatan-kegiatan 

tersebut adalah memang kegiatan yang membutuhkan dana yang cukup besar 

dalam satu kali pelaksanaan, sehingga efek penghematan anggaran sangat 

berimbas pada pelaksanaan kegiatan. 

Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran 

untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Beberapa langkah-langkah 

perbaikan telah dirumuskan untuk dikaji lebih lanjut untuk menghasilkan tindakan 

perbaikan yang tepat sasaran. Beberapa langkah penting sebagai strategi 

pemecahan masalah atau bahan pertimbangan untuk merumuskan perbaikan di 

masa yang akan datang, adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang muncul saat 

tahun berjalan (sebagai contoh adanya pemotongan anggaran) sehingga 

dapat merumuskan langkah-langkah strategis dan tepat agar kegiatan-

kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dengan efektif dan efisien. 

2. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi yang baik di antara unit-unit kerja 

terkait yang berada dalam lingkungan Badan POM maupun pihak-pihak terkait 

lainnya dalam merumuskan kebijakan di bidang pengawasan distribusi obat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  LATAR BELAKANG 

Dengan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan 

dan akuntabel sesuai amanah Instruksi Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, 

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT menerapkan Sistem 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam realisasi kegiatannya. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP adalah rangkaian sistematik dari 

berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan 

dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan 

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung-

jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Seluruh kegiatan utama yang meliputi tugas pokok dan fungsi instansi 

pemerintah, program kerja yang menjadi isu nasional serta aktivitas yang 

dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah wajib 

disampaikan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban tersebut berupa 

Laporan Kinerja yang disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan 

tembusan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan 

Pembangunan dan Pendayagunaan  Aparatur Negara serta Kepala Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 

Bagi Direktorat  Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT, Laporan 

Kinerja merupakan wadah untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan 

hasil kinerja baik itu keberhasilan maupun kegagalan selama tahun 

bersangkutan. Kegagalan atau kegiatan yang kurang efisien akan menjadi 

bahan evaluasi dan perbaikan kami di masa-masa yang akan datang. 

Sementara keberhasilan akan kami gunakan untuk pemicu semangat untuk 

tetap mempertahankan prestasi kinerja yang telah dicapai. Direktorat 

Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT akan selalu berusaha untuk 

menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dipercaya oleh 

masyarakat dengan mengimplementasikan SAKIP dalam setiap sendi 

penyelenggaraan kegiatan, salah satunya dengan rutin melaporkan 

pertanggungjawaban kegiatan melalui Laporan Kinerja di setiap tahunnya.  

 

B.  GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 

Non Departemen yang telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 
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2013 Tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, 

dan sebagaimana telah diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. Badan POM (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Pengawasan Obat dan Makanan  berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden.   

Selanjutnya Kepala Badan POM menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan 

POM RI Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 yang menjelaskan kedudukan 

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT di Badan POM. 

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT berada di bawah 

Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA sebagai unit kerja 

eselon II. 

Pada tahun 2017, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Pengawasan 

Distribusi Produk Terapetik dan PKRT seluruhnya 53 (lima puluh tiga) orang.  

Komposisi SDM sesuai latar belakang pendidikan terdiri dari S2 sebanyak 6 

(enam) orang (11,76 %), profesi apoteker sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang 

(60,37 %) dan profesi dokter gigi 1 (satu) orang (1,88 %), S1 sebanyak 9 

(sembilan) orang (16,98 %), Non Sarjana sebanyak 5 (lima) orang (9,43 %). 

Komposisi pegawai berdasarkan usia sangat produktif yaitu usia 15 – 49 tahun 

yaitu sebanyak 41 (empat puluh satu) orang (80,39%) dan usia ditas 49 tahun 

sebanyak 10 (sepuluh) orang (17,95%). Selain PNS Direktorat Pengawasan 

Distribusi Produk Terapetik dan PKRT memiliki tenaga honorer sebanyak 11 

(sebelas) orang. 

 

Pada triwulan 3 (tiga) komposisi PNS di Direktorat Pengawasan Distribusi Produk 

Terapetik dan PKRT mengalami perubahan yaitu 1 (satu) orang profesi Apoteker  

pensiun dan 1 (satu) orang profesi dokter gigi melaksanakan tugas belajar, 

sehingga pada akhir tahun total PNS menjadi 51 (lima puluh satu) orang. 

 

C.  TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

HK.00.05.21.4231 tanggal 27 September 2004 tentang Perubahan Atas 

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Pengawasan Distribusi Produk 

Terapetik dan PKRT memiliki tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan 

teknis dan penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta 

pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

pengawasan distribusi produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah 

tangga.  
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Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Pengawasan Distribusi 

Produk Terapetik dan PKRT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan distribusi produk 

terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga. 

2. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

pengawasan distribusi produk terapetik dan perbekalan kesehatan 

rumah tangga. 

3. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan 

penyusunan program, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan 

inspeksi dan sertifikasi distribusi produk terapetik dan perbekalan 

kesehatan rumah tangga. 

4. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan 

penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan 

pengawasan promosi dan penandaan produk terapetik dan perbekalan 

kesehatan rumah tangga. 

5. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan 

penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan 

surveilan dan analisis risiko produk terapetik dan perbekalan kesehatan 

rumah tangga. 

6. Evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan distribusi produk terapetik 

dan perbekalan kesehatan rumah tangga. 

7. Pelaksanaan urusan tata operasional dilingkungan Direktorat. 

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengawasan 

Distribusi Produk Terapetik dan PKRT didukung oleh 3 (tiga) Sub Direktorat yang 

masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 

1. Sub Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Distribusi Produk Terapetik dan PKRT  

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijaksanaan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan 

prosedur serta pelaksanaan inspeksi dan sertifikasi distribusi produk 

terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga dan 

penanggulangan produk ilegal. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi 

Distribusi Produk Terapetik dan PKRT, menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut : 

a. Penyusunan rencana dan program inspeksi dan sertifikasi sarana 

distribusi produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga 

dan penanggulangan produk ilegal; 

b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta 

pelaksanaan inspeksi sarana distribusi produk terapetik dan 
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perbekalan kesehatan rumah tangga dan penanggulangan produk 

ilegal; 

c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta 

pelaksanaan sertifikasi sarana produk terapetik dan perbekalan 

kesehatan rumah tangga; 

d. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta 

pelaksanaan penanggulangan produk ilegal; 

e. Evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi dan sertifikasi sarana 

distribusi produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah 

tangga, dan penanggulangan produk ilegal. 

Sub Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Distribusi Produk Terapetik dan PKRT 

terdiri dari 3 (tiga) seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Seksi Inspeksi Sarana Distribusi Produk Terapetik dan PKRT 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, dan penyusunan rencana dan program/ 

pedoman/ standar kriteria dan prosedur, evaluasi dan laporan di 

bidang inspeksi sarana distribusi produk terapetik dan perbekalan 

kesehatan rumah tangga; 

b. Seksi Sertifikasi Sarana Distribusi Produk Terapetik dan PKRT 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, dan penyusunan rencana dan program, 

pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan laporan di 

bidang sertifikasi sarana distribusi produk terapetik; 

c. Seksi Penanggulangan Produk Ilegal mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan penyusunan 

rencana dan program, pedoman, standar, kriteria dan prosedur, 

evaluasi dan laporan di bidang penanggulangan produk ilegal. 

2. Sub Direktorat Pengawasan Promosi dan Penandaan Produk Terapetik 

dan PKRT 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijaksanaan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan 

prosedur serta pelaksanaan pengawasan promosi dan penandaan 

produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga.   

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sub Direktorat Pengawasan 

Promosi dan Penandaan Produk Terapetik dan PKRT menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut: 
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a. Penyusunan rencana dan program pengawasan promosi dan 

penandaan produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah 

tangga; 

b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta 

pelaksanaan pengawasan promosi produk terapetik dan 

perbekalan kesehatan rumah tangga; 

c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta 

pelaksanaan pengawasan penandaan produk terapetik dan 

perbekalan kesehatan rumah tangga; 

d. Evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan promosi dan 

penandaan produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah 

tangga; 

e. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat. 

Sub Direktorat Pengawasan Promosi dan Penandaan Produk Terapetik 

dan PKRT terdiri dari 3 (tiga) seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Seksi Pengawasan Promosi Produk Terapetik dan PKRT mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

dan penyusunan rencana dan program, pedoman, standar, kriteria 

dan prosedur, evaluasi dan laporan di bidang pengawasan promosi 

produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga; 

b. Seksi Pengawasan Penandaan Produk Terapetik dan PKRT 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan teknis, dan penyusunan rencana dan program, 

pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan laporan di 

bidang pengawasan penandaan produk terapetik dan perbekalan 

kesehatan rumah tangga; 

c. Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan tata 

operasional di lingkungan Direktorat. 

3. Sub Direktorat Surveilan dan Analisis Risiko Produk Terapetik dan PKRT  

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijaksanaan teknis,penyusunan pedoman, standar, kriteria dan 

prosedur serta pelaksanaan surveilan dan analisis risiko produk terapetik 

dan perbekalan kesehatan rumah tangga. 

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sub Direktorat Surveilan dan 

Analisis Risiko Produk Terapetik dan PKRT menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

a. Penyusunan rencana dan program surveilan dan analisis risiko 

produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga; 
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b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta 

pelaksanaan surveilan produk terapetik dan perbekalan kesehatan 

rumah tangga; 

c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta 

pelaksanaan analisis risiko produk terapetik dan perbekalan 

kesehatan rumah tangga. 

Sub Direktorat Surveilan dan Analisis Risiko Produk Terapetik dan PKRT 

terdiri dari 2 (dua) seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Seksi Surveilan Produk Terapetik dan PKRT mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan 

penyusunan rencana dan program, pedoman, standar, kriteria dan 

prosedur, evaluasi dan laporan di bidang surveilan produk terapetik 

dan perbekalan kesehatan rumah tangga; 

b. Seksi Analisis Risiko Produk Terapetik dan PKRT mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan 

penyusunan rencana dan program, pedoman, standar, kriteria dan 

prosedur, evaluasi dan laporan di bidang analisis risiko produk 

terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga. 

 

 

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUES) 

Pelaksanaan sistem jaminan kualitas melalui Cara Produksi Obat yang Baik 

(CPOB) yang diterapkan oleh industri farmasi belum cukup memberikan 

jaminan bahwa obat tetap aman, bermanfaat dan bermutu untuk dikonsumsi 

oleh masyararat apabila tidak dijaga kualitasnya selama obat berada di jalur 

distribusi. Dalam perjalanan terdapat faktor lingkungan yang dapat 

mempengaruhi mutu obat, seperti cahaya, suhu dan kelembaban. Selain faktor 

lingkungan yang dapat menurunkan mutu obat, terdapat faktor lain seperti 

campur tangan pihak yang tidak bertangungjawab yang mengakibatkan 

masuknya obat ilegal kedalam rantai distribusi atau diversi obat legal ke jalur 

ilegal. Oleh karena itu penting adanya sistem jaminan kualitas pada jalur 

distribusi obat setelah penerapan CPOB pada sektor produksi oleh industri 

farmasi.  

Kewajiban penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di sarana distribusi 

(Pedagang Besar Farmasi/PBF) tertera dalam Keputusan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.2522 Tahun 2003 tentang 

Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik yang selanjutnya diperkuat 

oleh Peraturan Menteri  Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang 

Pedagang Besar Farmasi sebagaimana diubah melalui Permenkes Nomor 34 
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Tahun 2014 dan Nomor 30 tahun 2016. Ketentuan CDOB yang dimaksud 

mengikuti ketentuan yang dituangkan pada Pedoman Teknis CDOB sesuai 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

HK.03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012. 

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT merupakan unit 

yang bertanggung jawab pada pengawasan implementasi CDOB pada PBF. 

Untuk itu, telah ditetapkan program pengawasan implementasi CDOB di 

Indonesia yang diikuti dengan sertifikasi CDOB pada seluruh PBF di Indonesia. 

Akhir-akhir ini sering diberitakan di media tentang temuan obat palsu, obat 

kedaluwarsa yang banyak ditemukan di sarana pelayanan kefarmasian. 

Meskipun Badan POM sering menemukan dan mengamankan obat/ vaksin 

palsu dan obat kedaluwarsa, namun belum membuat efek jera pelakunya, 

karena pelaku utama sulit ditemukan. Hal ini ditindaklanjuti oleh Kementerian 

Kesehatan RI dengan mengubah beberapa Peraturan Menteri Kesehatan RI 

terkait standar pelayanan kefarmasian Rumah Sakit, Apotek dan Puskesmas, 

yang memperkuat peran Badan POM sebagai pengawas pengelolaan obat di 

sarana pelayanan kefarmasian, serta diterbitkannya Peraturan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 53 Tahun 2016 tentang pencabutan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI nomor 284 tahun 2007 tentang Apotek Rakyat. Selain itu, dengan 

adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tugas pengawasan obat juga 

ditujukan untuk memastikan obat JKN yang beredar aman dan bermutu. 

Dengan kondisi ini, maka Badan POM mempunyai cakupan pengawasan obat 

yang semakin luas dan kompleks. Namun demikian, mengingat Sumber Daya 

Manusia (SDM) masih terbatas, Badan POM dalam hal ini Direktorat 

Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT harus melakukan upaya 

revitalisasi pengawasan obat antara lain dengan memperkuat kerjasama 

dengan stakeholder dalam rangka peningkatan pengawasan obat seperti 

dengan Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan 

Kabupaten/ Kota, Polri, Kementerian Perdagangan, dan lain-lain. 

Upaya untuk meningkatkan kompetensi pengawas obat, akan dilakukan 

pelatihan terkait   pengawasan obat bagi petugas pengawas di Dinas 

Kesehatan Kabupaten/ Kota, serta pelatihan pengelolaan obat kepada 

petugas pengelola obat di sarana pelayanan kefarmasian. Disamping itu 

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT memperkuat 

kompetensi inspektur CDOB dengan melaksanakan pelatihan inspektur CDOB 

secara berjenjang, serta mengadakan forum komunikasi inspektur CDOB untuk 

menginformasikan adanya peraturan/ kebijakan terbaru di bidang 

pengawasan obat juga untuk menyamakan persepsi terhadap suatu masalah. 

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT juga akan 

menyusun atau merevisi peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan lain - lain 

dalam rangka perkuatan pengawasan obat. 
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Dengan banyaknya kasus obat-obat palsu termasuk ilegal dan obat yang 

kedaluwarsa yang membahayakan masyarakat dan diimbangi dengan 

langkah-langkah perkuatan Badan POM baik secara internal maupun eksternal, 

kami berupaya untuk segera menetapkan kewajiban PBF untuk memiliki 

sertifikat CDOB sebagai dasar operasional kegiatannya (Sertifikasi CDOB bersifat 

mandatory). 

Dalam hal pengawasan keamanan obat beredar, Direktorat Pengawasan 

Distribusi Produk Terapetik dan PKRT melakukan surveilan keamanan obat 

beredar atau Farmakovigilans. Penguatan Farmakovigilans dengan melakukan 

Asistensi Regulatory kepada Industri Farmasi untuk memastikan penerapan 

Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12.11.10690 Tahun 2011 

tentang Penerapan Farmakovigilans bagi Industri Farmasi. Diharapkan dengan 

penerapan farmakovigilans yang baik, maka industri farmasi dapat dengan 

segera mengidentifikasi permasalahan dan melakukan tindak lanjut yang 

tepat, apabila industri farmasi mendapati produk yang beredar ditemukan 

tidak memenuhi persyaratan keamanan dan atau mutu yang berpengaruh 

terhadap keamanan penggunaan bagi masyarakat. Dengan penerapan 

farmakovigilans yang baik,  tanggung jawab jaminan keamanan obat beredar 

oleh industri farmasi  semakin meningkat. 

Di samping itu tenaga kesehatan memiliki peran terdepan dalam pemantauan 

keamanan obat oleh masyarakat, maka peningkatan awareness tenaga 

kesehatan dalam pemantauan dan pelaporan efek samping obat yang terjadi 

pada praktek klinik sehari-hari juga terus dilakukan. Kegiatan peningkatan 

awareness dalam hal farmakovigilans pada tahun 2017 antara lain workshop 

farmakovigilans kepada tenaga kesehatan, yaitu di RS Universitas Udayana – 

Denpasar, RSPAD Gatot Subroto – Jakarta, RS Universitas Sumatera Utara – 

Medan dan di Hotel Harris – Bekasi, serta 2 (dua) kali pelatihan farmakovigilans 

untuk personil farmakovigilans di industri farmasi yang berlokasi di Surabaya dan 

Semarang. Diharapkan dengan peningkatan awareness tersebut pelaporan 

efek samping obat dari tenaga kesehatan akan mengalami peningkatan, 

sehingga diperoleh data dan informasi profil keamanan obat yang beredar . 

Selain melakukan surveilan keamanan obat beredar atau farmakovigilans, 

pengawasan promosi dan penandaan obat juga dilakukan dalam 

pengawasan keamanan obat beredar. Masih ditemukannya peredaran obat 

dengan penandaan yang tidak sesuai dengan persetujuan Badan POM dan 

munculnya cara-cara baru dalam promosi/ iklan obat seperti iklan built-in 

dalam program televisi, iklan obat dengan kuis berhadiah, dan promosi/ iklan 

dan penjualan obat pada media internet/ online menjadi tantangan tersendiri 

dalam pengawasan penandaan dan promosi obat di tahun 2017. Beredarnya 

obat dengan penandaan yang berbeda dengan persetujuan Badan POM 

menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat karena masyarakat 

dapat menemukan produk obat yang sama dalam lebih dari satu macam 
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kemasan/ penandaan yang berbeda. Demikian juga halnya dengan kegiatan 

promosi/ iklan melalui built in program televisi dan kuis, kegiatan tersebut juga 

dapat menyebabkan masyarakat terpapar informasi yang tidak objektif dan 

berlebihan sehingga berdampak pada penggunaan obat yang tidak rasional 

akibat dari kegiatan promosi dengan klaim yang tidak sesuai dengan indikasi 

yang disetujui Badan POM. Sedangkan promosi/ iklan dan penjualan obat 

secara online berisiko terhadap kesehatan masyarakat antara lain risiko 

penggunaan obat yang tidak tepat, kegiatan penyalahgunaan obat yang 

dapat membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia untuk masa depan. 

Badan POM melakukan langkah-langkah dari hulu ke hilir untuk meminimalisir 

efek negatif dari permasalahan tersebut di atas, diantaranya dengan 

penyusunan regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman, baik pedoman 

untuk para pelaku usaha (industri farmasi) maupun untuk instansi pemerintah 

dalam melakukan pengawasan. Pada tahun 2017 telah disahkan peraturan 

dalam bidang pengawasan promosi dan penandaan obat diantaranya 

Peraturan Kepala Badan POM Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Pengawasan Periklanan Obat dan Peraturan Kepala Badan POM No 24 Tahun 

2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Kepada pelaku usaha, 

Badan POM melakukan kegiatan pembinaan ke industri farmasi untuk 

meningkatkan kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan di bidang iklan dan 

penandaan obat. Badan POM juga melakukan peningkatan pengetahuan dan 

kesadaran kepada masyarakat agar cermat dalam membaca informasi yang 

ada pada penandaan dan bijak menyikapi iklan obat melalui kegiatan 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai Promosi dan Penandaan 

obat. Langkah-langkah dari hulu ke hilir tersebut diharapkan dapat memberikan 

efek signifikan dalam peningkatan jaminan keamanan obat yang beredar di 

masyarakat. 
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E. STRUKTUR ORGANISASI 

Dalam Struktur Organisasi Badan POM, Direktorat Pengawasan Distribusi Produk 

Terapetik dan PKRT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi 

Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA (Deputi 1) sebagai salah satu 

unit eselon II. Posisi Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT 

di Badan POM dapat ditunjukkan dalam gambar berikut : 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan POM 

Selanjutnya untuk mendukung tugas dan fungsinya, Direktorat Pengawasan 

Distribusi Produk Terapetik dan PKRT mempunyai struktur organisasi seperti  

dalam gambar berikut: 
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Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Distribusi  

Produk Terapetik dan PKRT 

 

 

F.  SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Laporan Kinerja harus bisa menjelaskan capaian kinerja yang diukur dengan 

membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian 

Kinerja Tahun 2017. Bukan hanya menyajikan data capaian, Laporan Kinerja 

sebisa mungkin memberikan analisis terhadap keberhasilan maupun kegagalan 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun tindak lanjut yang 

tepat di masa yang akan datang. 

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi Produk 

Terapetik dan PKRT Tahun 2017 masih berpedoman pada peraturan terbaru, 

yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk  Teknis  Perjanjian  

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.21.04.15.2163 

Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM, yang secara garis besar 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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Bab I  :  Pendahuluan,  

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, bagan struktur organisasi, tugas 

pokok dan fungsi, aspek strategis dan permasalahan utama (strategic 

issues) yang sedang  dihadapi oleh Direktorat Pengawasan Distribusi Produk 

Terapetik dan PKRT; 

Bab II  :  Perencanaan Kinerja,  

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar 

pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Direktorat Pengawasan 

Distribusi Produk Terapetik dan PKRT Tahun 2017 meliputi  Rencana Strategis 

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT Tahun 2015 - 

2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2017; 

Bab III  :  Akuntabilitas Kinerja,  

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi 

Produk Terapetik dan PKRT dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik 

terhadap pencapaian sasaran strategis dan laporan akuntabilitas 

keuangan untuk tahun 2017; 

Bab IV  :  Penutup, 

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Pengawasan 

Distribusi Produk Terapetik dan PKRT tahun 2017 serta menguraikan 

langkah/rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa datang. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

A.RENCANA STRATEGIS 

Rencana strategis mengandung pengertian tujuan-tujuan yang ingin dicapai 

oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) 

tahun. Penetapan rencana strategis yang baik sebisa mungkin harus 

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul 

sehingga tujuan dapat terealisasi dengan optimal dan efisien. Rencana strategis 

kemudian diuraikan menjadi visi, misi, serta rencana kegiatan yang dijabarkan ke 

dalam sasaran kerja. Sasaran kerja diusahakan dalam bentuk rumusan yang 

yang lebih pendek dari tujuan Rencana Pembangunan Jaminan Menengah 

Nasional (RPJMN). Untuk dapat mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, 

perlu disusun indikator sasaran yang dilengkapi dengan target kinerja (Lampiran 

1). 

Sebagai Unit Kerja Eselon II di Badan POM dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi, Direktorat Pengawasan Distribusi 

Produk Terapetik dan PKRT mengacu kepada visi dan misi Badan POM. 

1.  Pernyataan Visi 

Dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, Direktorat 

Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT mengacu pada visi Badan 

POM dimana segenap jajaran bercita-cita untuk mewujudkan suatu 

keadaan ideal bagi masyarakat Indonesia, yaitu 

 

 

Penjelasan Visi: 

Dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan perlu melibatkan 

peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha. 

Hal tersebut dilakukan secara akuntabel serta diarahkan untuk menjamin 

obat dan makanan yang beredar aman, sehingga dapat meningkatkan 

kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Penjelasan dari pengertian 

kata Aman dan Daya Saing dalam visi dimaksud adalah sebagai berikut: 

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat 

dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga 

risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal 

mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat 

digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa 

”Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan 

Daya Saing Bangsa” 
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khasiat/ manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, 

keamanan memadai, dan mutunya terjamin. 

Daya Saing :  Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang 

telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun 

internasional, sehingga produk lokal unggul dan dapat 

bersaing di pasar global. 

 

2. Pernyataan Misi 

Tindakan nyata dalam mewujudkan visi di atas terangkum dalam misi yang 

akan dilaksanakan sesuai dengan peran-peran Badan POM tersebut untuk 

periode 2015-2019, diantaranya sebagai berikut: 

a. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko 

untuk  melindungi masyarakat 

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (full 

spectrum) standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan 

sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta 

penegakan hukum. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Badan 

POM dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dengan 

tujuan akhir adalah  masyarakat sehat, serta berdaya saing, maka perlu 

disusun suatu sasaran strategis khusus yang mampu mengawalnya. Di satu 

sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, 

sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya 

prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan 

Makanan seharusnya di desain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk 

mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional 

untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.  

b. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan 

keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan 

pemangku kepentingan  

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), 

yaitu pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam 

menjamin produk Obat dan Makanan aman. Pelaku usaha merupakan 

pemangku kepentingan yang mampu memberikan jaminan produk yang 

memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait 

dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan.  

Sebagai lembaga pengawas, Badan POM harus bersikap konsisten 

terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan 

serta pembinaan dengan baik. Badan POM harus mampu membina dan 

mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk yang aman, 
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bermanfaat/ berkhasiat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara 

berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai 

kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan POM tidak dapat 

berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerja sama atau kemitraan dengan 

pihak lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan 

bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan 

pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar 

terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan 

Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai 

Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan 

tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang 

diambil harus disinkronisasikan dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah. 

Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan di daerah, Badan 

POM harus bersinergi dengan lintas sektor terkait, sehingga pengawasan 

dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan.   

c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM 

Luasnya wilayah Negara Indonesia yang perlu dilindungi dari Obat dan 

Makanan yang berisiko terhadap kesehatan membuat Badan POM harus 

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya dalam hal ini 

meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine), terutama 

terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang 

kinerja yang merupakan modal penggerak organisasi. Oleh karena itu, 

pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting 

untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.  

Di samping itu, Badan POM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah 

untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata 

(techno structure), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan 

(regulating), pelaksana (executing), dan pemberdayaan (empowering). 

Untuk itu, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Kelembagaan 

tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang 

tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. 

Badan POM juga melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan 

terkait kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan sebagainya 

yang merupakan potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilakukan untuk 

mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan 

yang baik terhadap Obat dan Makanan yang beredar di pasaran, 

sehingga mampu melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Obat 

dan Makanan yang mengandung bahan baku berbahaya dan ilegal. 
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Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap 

mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi 

pembelajar (learning organization). Untuk mendukung itu, maka Badan 

POM perlu untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan 

kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi (knowledge 

sharing) dengan pihak-pihak terkait. 

 

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

1. Tujuan 

Sesuai dengan Visi dan Misi Badan POM, tujuan Deputi Bidang Pengawasan 

Produk Terapetik dan NAPZA yang diturunkan dari tujuan Badan POM, yaitu 

Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan 

bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Berdasarkan 

hal tersebut, Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT 

menetapkan tujuan sebagai berikut : 

 

 

Ukuran keberhasilan atau indikator keberhasilan untuk tujuan tersebut di atas, 

adalah : 

a. Persentase peningkatan PBF yang memenuhi CDOB 

b. Jumlah kajian farmakovigilans obat beredar yang dikomunikasikan 

 

2. Sasaran Strategis 

Mengacu kepada sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Produk 

Terapetik dan NAPZA yaitu Menguatnya Sistem Pengawasan Obat, maka 

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT menetapkan 

sasaran strategis/kinerja sebagai berikut : 

Sasaran strategis/kinerja tersebut dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama  

 

sebagai tolok ukur  pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari: 

a. Jumlah PBF yang meningkat pemenuhan CDOB 

b. Jumlah tindak lanjut regulatory terkait keamanan obat pasca pemasaran 

c. Jumlah label obat beredar yang diawasi, dikaji dan memenuhi ketentuan 

d. Jumlah iklan obat yang diawasi, dikaji, dan memenuhi ketentuan 

“Meningkatnya Jaminan Produk Obat dan Makanan Aman” 

 

“Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan” 



L a p o r a n  K i n e r j a  T a h u n  2 0 1 7  | 17 

 
 

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT 

Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dengan Sasaran Strategis Kegiatan Direktorat 

Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT periode 2015-2019 dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut: 

Tabel 1.   

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Badan POM, Sasaran  Program Deputi Bidang 

Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA dengan Sasaran Kegiatan Direktorat 

Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT Periode 2015-2019 

VISI MISI TUJUAN 

BPOM 

SASARAN 

STRATEGIS 

SASARAN 

PROGRAM 

SASARAN 

KEGIATAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

Obat dan 

Makanan 

Aman 

Meningkatka

n Kesehatan 

Masyarakat 

dan Daya 

Saing 

Bangsa 

Meningkatk

an sistem 

pengawa-

san Obat 

dan 

Makanan 

berbasis 

risiko untuk  

melindungi 

masyarakat 

Meningkatn

ya jaminan 

produk 

Obat dan 

Makanan 

aman, 

bermanfaat

, dan 

bermutu 

dalam 

rangka 

meningkat- 

kan 

kesehatan 

masyarakat 

 

Menguatn

ya Sistem 

Pengawas

an Obat 

dan 

Makanan 

 

Menguatny

a sistem 

pengawas

an obat 

Meningkat

-nya mutu 

sarana  

distribusi 

obat dan 

keamana

n obat 

beredar 

1. Jumlah PBF 

yang 

meningkat 

pemenuhan 

CDOB *); 

2. Jumlah PBF 

yang diberikan 

bimbingan 

teknis/sosialisasi 

terkait CDOB 

**); 

3. Persentase 

pemenuhan 

timeline tindak 

lanjut hasil 

pengawasan 

Pedagang 

Besar Farmasi  

**); 

4. Persentase 

kasus obat 

ilegal termasuk 

palsu yang 

ditindaklanjuti 

**); 

5. Jumlah Tindak 

lanjut 

regulatory 

terkait 

keamanan 

obat pasca 

pemasaran *); 

6. Jumlah kajian 

Farmakovigilan

s obat beredar 

**); 

7. Jumlah 

laporan ESO 

dari tenaga 

kesehatan/fasil
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VISI MISI TUJUAN 

BPOM 

SASARAN 

STRATEGIS 

SASARAN 

PROGRAM 

SASARAN 

KEGIATAN 

INDIKATOR 

KINERJA 

itas pelayanan 

kesehatan dan 

industri farmasi 

yang 

ditindaklanjuti 

**); 

8. Jumlah label 

obat beredar 

yang diawasi, 

dikaji dan 

memenuhi 

ketentuan *); 

9. Jumlah iklan 

obat yang 

diawasi, dikaji, 

dan memenuhi 

ketentuan *); 

10. Persentase 

Iklan dan 

penandaan 

obat beredar 

yang 

memenuhi 

ketentuan **); 

*): Sebagai Indikator Kinerja Utama 

**): Sebagai Indikator Pendukung 

 

C.  PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 

Program dan kegiatan tahun 2017 di Direktorat Pengawasan Distribusi Produk 

Terapetik dan PKRT disusun berdasarkan program Deputi Bidang Pengawasan 

Produk Terapetik dan NAPZA yaitu Program Pengawasan Obat. Program dan 

kegiatan tahun 2017 tersebut ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi kami 

yang tercantum dalam  Keputusan Kepala Badan POM Nomor 

HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Sehingga untuk mendukung program 

Pengawasan Obat kami menetapkan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya 

mutu sarana  distribusi obat dan keamanan obat beredar, yang berfokus 

kepada pengawasan dan pemberian bimbingan teknis sarana distribusi obat; 

dan peningkatan keamanan obat melalui pengkajian farmakovigilans dan 

pengawasan iklan dan penandaan obat. 
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 D.  RENCANA KINERJA TAHUNAN 

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT telah menyusun 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017 dalam rangka mencapai sasaran 

kinerja sesuai dengan program kegiatan tahun 2017. RKT terdiri dari sasaran 

strategis, indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian 

sasaran, serta besaran target yang akan dicapai. RKT selain sebagai 

penjabaran langkah-langkah untuk mencapai sasaran juga digunakan untuk 

penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 

program/kegiatan. 

Ada 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur 

kegiatan yang mendukung program kerja Deputi Bidang Pengawasan Produk 

Terapetik dan NAPZA, yaitu : 

1. Jumlah PBF yang meningkat pemenuhan CDOB  

2. Jumlah Tindak lanjut regulatory terkait keamanan obat pasca pemasaran 

3. Jumlah label obat beredar yang diawasi, dikaji dan memenuhi ketentuan 

4. Jumlah iklan obat yang diawasi, dikaji, dan memenuhi ketentuan 

 

RKT Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT Tahun 2017 

dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

E. PERJANJIAN KINERJA 

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB  Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja diartikan sebagai 

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih 

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan perjanjian 

kinerja adalah sebagai bentuk nyata komitmen antara pemberi dan penerima 

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan 

sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan 

kinerja aparatur. Selain itu, perjanjian kinerja juga memiliki tujuan sebagai 

berikut :  

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja,  

2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran,  

3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi 

dan supervisi kinerja penerima amanah,  

4. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.  
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Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT telah membuat 

Perjanjian  Kinerja tahun 2017 dengan indikator kinerja dan besaran target 

mengacu pada Rencana Strategis Direktorat tahun 2015-2019 (Lampiran 3). 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja suatu unit kerja diperlukan 

indikator utama. Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT 

mengalami perubahan indikator utama pada tahun 2017 yang semula 

menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama menjadi 4 (empat) indikator 

utama yang disertai dengan indikator yang relevan untuk menunjang Indikator 

Kinerja Utama. Perubahan indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut ini : 

Tabel 2. 

Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 – 2017 

 

No 
Indikator Kinerja Utama Tahun 

2015-2016 

Indikator Kinerja Utama Tahun 

2017 

1 Persentase Peningkatan 

Pedagang Besar Farmasi (PBF) 

yang memenuhi Cara Distribusi 

Obat yang Baik (CDOB)  

Jumlah PBF yang meningkat 

pemenuhan CDOB 

2 Jumlah Kajian Farmakovigilans 

Obat Beredar yang 

Dikomunikasikan 

Jumlah tindak lanjut regulatory 

terkait keamanan obat pasca 

pemasaran 

3   Jumlah label obat beredar yang 

diawasi, dikaji dan memenuhi 

ketentuan 

4   Jumlah iklan obat yang diawasi, 

dikaji, dan memenuhi ketentuan 

Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh masuknya iklan dan penandaan obat 

sebagai indikator program Gerakan Masyarakat (GerMas) oleh Kementerian 

Kesehatan RI. Agar dapat menggambarkan kinerja dengan jelas, indikator 

dinyatakan dalam jumlah bukan persentase. 

Berdasarkan hasil pertemuan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SAKIP tanggal 30 

Januari – 02 Februari 2018, kategori penilaian pencapaian indikator kinerja  

menggunakan kategori yang dirumuskan tahun 2017, yaitu kategori 

”Memuaskan” dengan rentang nilai rata-rata 100 % < X < 125 %, kategori “Baik” 

dengan rentang nilai rata-rata 100 %, kategori “Cukup” dengan rentang nilai 

rata-rata 75 % < X < 100 %, kategori “Kurang” dengan rentang nilai rata-rata X < 

75% dan kategori “Tidak dapat disimpulkan” dengan rentang nilai rata-rata X > 

125 %. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Direktorat Pengawasan 

Distribusi Produk Terapetik dan PKRT tahun 2017 dengan rentang nilai rata-rata 

sebesar 98,43%  yang masuk dalam kategori “Cukup”. 
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1. Pengukuran Indikator Kinerja Utama  

Hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 Direktorat 

Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.  

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 

 

No Indikator Kinerja Target 

(a) 

Realisasi 

(b) 

Capaian 

(b/a x 100%) 

1. Jumlah PBF yang meningkat 

pemenuhan CDOB 
150 PBF 150 PBF 100% 

2. Jumlah Tindak lanjut 

regulatory terkait 

keamanan obat pasca 

pemasaran 

14 kajian 13 kajian 92,86% 

3. Jumlah label obat beredar 

yang diawasi, dikaji dan 

memenuhi ketentuan 

33100 label 31452 label 95,02% 

4. Jumlah iklan obat yang 

diawasi, dikaji, dan 

memenuhi ketentuan 

3500 iklan 3705 iklan 105,86% 

Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama 98,43% 

 

Dari Tabel 2 di atas, capaian masing-masing IKU Direktorat Pengawasan 

Distribusi Produk Terapetik dan PKRT dapat diuraikan lebih lanjut sebagai 

berikut: 

a. Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang Meningkat Pemenuhan Cara 

Distribusi Obat yang Baik (CDOB) 

Pengawalan Badan POM terhadap penerapan CDOB oleh sarana distribusi 

diharapkan dapat meningkatkan jaminan mutu obat selama peredaran 

dan mencegah terjadinya diversi obat ke jalur ilegal distribusi obat. 

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT secara proaktif 

melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Penerapan Pemenuhan 

CDOB kepada PBF di seluruh Indonesia. Melanjutkan kegiatan Bimtek dan 

Sosialisasi Penerapan Pemenuhan CDOB yang telah dilaksanakan di tahun 

2016, pada tahun 2017 telah dilakukan Bimtek dan Sosialisasi Penerapan 

Pemenuhan CDOB kepada PBF di 16 (enam belas) provinsi.  

Terdapat perubahan Indikator Utama dari persentase peningkatan PBF 

yang memenuhi CDOB pada tahun 2015 dan 2016 menjadi jumlah PBF yang 

meningkat pemenuhan CDOB pada tahun 2017 sesuai dengan Rencana 

Kinerja Pemerintah (RKP) tahun 2017. Indikator ini merupakan salah satu 

indikator prioritas dari Badan POM. Pada tahun 2017, sebanyak 150 PBF 
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telah meningkat pemenuhan CDOB-nya. Realisasi tersebut sesuai dengan 

target yang ditetapkan pada indikator yang ditetapkan yaitu jumlah PBF 

yang meningkat pemenuhan CDOB sebanyak 150 PBF dengan capaian 

kinerja sebesar 100% (kategori Baik). 

Pencapaian kinerja yang sesuai dengan target tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain sebagai dampak tidak langsung dari kegiatan 

Bimtek dan Sosialisasi Penerapan Pemenuhan CDOB yang dilakukan oleh 

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT. Dengan 

adanya kegiatan Bimtek dan Sosialisasi, kesadaran pelaku usaha  PBF terkait 

pentingnya penerapan CDOB menjadi lebih tinggi. 

Karena perubahan indikator pada tahun 2017, maka tidak dapat 

dibandingkan secara langsung dengan capaian 2 (dua) tahun 

sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2019 

sebesar 190 PBF, PBF yang meningkat pemenuhan CDOB, maka realisasi 

indikator kinerja pada tahun 2017 sebesar 78,95%. Namun demikian dengan 

tetap mempertahankan kinerja dan sikap proaktif memberikan Bimtek dan 

Sosialisasi, maka realisasi indikator kinerja pada tahun 2019 tetap dapat 

tercapai. 

b. Jumlah Tindak Lanjut Regulatory Keamanan Obat Pasca Pemasaran 

Pengelolaan data farmakovigilans diproses menggunakan pendekatan 

manajemen risiko meliputi deteksi atau identifikasi risiko, penilaian risiko, 

pengendalian risiko atau minimisasi, dan komunikasi risiko. 

Dalam proses deteksi risiko, Pusat Farmakovigilans/MESO Nasional 

mengumpulkan secara rutin kejadian tidak diinginkan (KTD) atau Efek 

Samping Obat (ESO) yang dilaporkan sebagai individual case safety report 

(ICSRs) dari profesional kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, 

dan lain-lain), serta dari industri farmasi. Industri farmasi juga diwajibkan 

untuk menyampaikan Periodic Safety Update Reports (PSUR) atau Periodic 

Benefit Risk Evaluation Report (PBRER) untuk produk-produk tertentu sesuai 

ketentuan. Secara berkala, tim farmakovigilans melakukan penelusuran 

literatur untuk setiap isu keamanan baru yang berasal dari publikasi 

ilmiah/jurnal/studi, serta isu keamanan terbaru dari otoritas pengawas obat 

di negara lain. Jika ada isu atau sinyal keamanan dari semua sumber 

tersebut, Badan POM akan memprosesnya lebih lanjut untuk penilaian risiko. 

Penilaian risiko akan dilakukan dengan meninjau semua data dan bukti 

pendukung/dokumen ilmiah yang relevan untuk mengevaluasi 

keseimbangan manfaat-risiko (risk-benefit balance). Apakah risiko lebih 

besar daripada manfaat atau sebaliknya.  

Tahapan berikutnya adalah pengendalian risiko atau minimisasi. Dalam 

tahapan ini, Badan POM melakukan konsultasi dalam rapat kajian 
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keamanan obat (Expert Panel Review) bersama Tim Ahli MESO, Komite 

Nasional Penilaian Obat Jadi (Komnas POJ), dan dokter/ahli yang relevan. 

Melalui rapat ini, isu keamanan dibahas dan ditinjau dengan berbagai 

pertimbangan, antara lain: berdasarkan kemungkinan keseimbangan 

manfaat risiko, kebutuhan klinis, persepsi sosial, analisis dampak terhadap 

kualitas hidup dan tersedia alternatif atau opsi/pilihan lain untuk pasien, 

serta hal-hal lain yang dianggap penting. Rapat kajian akan menghasilkan 

rekomendasi untuk Badan POM dalam penetapan tindak lanjut regulatory. 

Tindak lanjut regulatory dapat berupa perbaikan informasi produk yang 

disampaikan kepada pihak industri farmasi, pemberian informasi kepada 

tenaga kesehatan, hingga usulan pencabutan ijin edar produk obat 

kepada Kepala Badan POM apabila risiko lebih besar dari manfaat. 

Setiap tindak lanjut regulatory yang dibuat oleh Badan POM 

dikomunikasikan kepada semua stakeholder, dalam bentuk Dear Doctor 

Letter (DDL)/ Healthcare Profesional Letter (HCPL), surat ke industri farmasi, 

penerbitan di subsite e-meso.pom.go.id pada menu safety communication, 

atau menjadi artikel di Buletin Berita MESO. Saat ini, Safety Communication 

dapat secara otomatis ter informasi kepada para stakeholder yang telah 

melakukan subskripsi melalui aplikasi DSRAS (Drug Safety Rapid Alert System) 

yang tersedia tautannya di subsite e-meso.pom.go.id. Dengan adanya 

DSRAS, maka informasi hasil kajian keamanan obat lebih cepat diterima 

oleh stakeholder sehingga meningkatkan kehati-hatian dalam penggunaan 

obat. 

Target tindak lanjut regulatory terkait keamanan obat pasca pemasaran 

pada tahun 2017 adalah 14 (empat belas) kajian. Hingga akhir periode 

tahun 2017, jumlah tindak lanjut regulatory terkait keamanan obat 

mencapai 13 (tiga belas) kajian, sehingga capaian kinerja sebesar 92,85% 

(kategori cukup). Hal ini dikarenakan beberapa kajian dengan tindak lanjut 

regulatory berupa pencabutan izin edar yang masih berproses dalam 

penetapan surat keputusan sebagai legal aspek, sehingga belum dapat 

dikomunikasikan pada tahun ini. Salah satu tindak lanjut dari kajian baru 

kami dapatkan ketetapannya dan dikomunikasikan pada bulan Januari 

2018. Pencapaian kinerja pada tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya 

yang masuk dalam kategori cukup, hal ini dikarenakan terdapat perubahan 

rumusan kriteria penilaian indikator. Namun hal ini tetap membuat kami 

optimis target kinerja di tahun-tahun mendatang akan tercapai dengan 

didukung adanya struktur baru serta perkuatan fungsional PFM ahli untuk 

melakukan proses mulai dari deteksi risiko hingga komunikasi risiko. 
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Tabel 4.  

13 (Tiga Belas) Hasil Kajian Risiko Aspek Keamanan  

Obat beredar yang Telah Dikomunikasikan 

 

No. Zat Aktif Isu Keamanan Tindak Lanjut 

1 Methoxy 

Polyethylene 

Glycol- 

epoetin beta 

(Mircera) 

Risk Minimization Activities 

(RMinA) oleh PT Roche 

Indonesia 

Surat untuk IF tanggal 12 

Mei 2017 

2 Ambroxol Risiko reaksi alergi kulit 

yang berat (Severe 

cutaneous adverse 

reaction/SCARS) dan 

perbaikan indikasi untuk 

pasien asma bronkial 

- Surat untuk IF 

- Safety communication 

tanggal 23 Mei 2017 

3 Artesunate Pembahasan lanjutan 

mengenai KTD yang  

terjadi setelah pemberian 

Artesunate Injeksi pada 

lima pasien di salah satu 

sarana pelayanan 

kesehatan di Kabupaten 

Manokwari, Papua Barat 

Safety communication 

tanggal 31 Mei 2017 

4 Trastuzumab 

(Herceptin) 

Direct Healthcare 

Profesional 

Communication (DHPC) 

PT Roche Indonesia 

tentang pentingnya 

monitoring fungsi jantung 

selama dan setelah 

penggunaan Herceptin 

- Surat untuk IF 

- Safety communication 

tanggal 14 Juni 2017 

5 Vemurafenib 

(Zelboraf) 

Direct Healthcare 

Profesional 

Communication (DHPC) 

PT Roche Indonesia 

tentang risiko Dupuytren's 

contacture dan plantar 

fascial fibromatosis 

- Surat untuk IF 

- Safety communication 

tanggal 19 Juni 2017 

6 Ruxolitinib Terdapat risiko neuropati 

perifer pada 

penggunaan Ruxolitinib 

pada Buletin Signal WHO-

UMC 

Early communication 

tanggal 19 Oktober 2017 

7 Loratadine 

dan 

Desloratadine 

Laporan efek samping 

peningkatan berat 

badan pada anak 

dengan penggunaan 

Loratadine dan 

Early communication 

tanggal 19 Oktober 2017 
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No. Zat Aktif Isu Keamanan Tindak Lanjut 

Desloratadine pada 

Buletin Signal WHO-UMC 

8 Interaksi 

Ciprofloxacin 

dan Enalapril 

Penguatan signal 

interakasi Ciprofloxacin 

dan Enalapril terhadap 

Kerusakan Ginjal Akut 

pada Buletin Signal WHO-

UMC 

Early communication 

tanggal 19 Oktober 2017 

9 Interaksi 

Rosuvastatine 

dan Ticagrelor 

Rosuvastatine dan 

Ticagrelor dan risiko 

Rhabdomyolysis pada 

Buletin Signal WHO-UMC 

Early communication 

tanggal 19 Oktober 2017 

10 Gadolinium Informasi keamanan dari 

badan regulatori negara 

lain terkait risiko retensi 

Gadolinium di otak pada 

penggunaan zat kontras 

gadolinium berulang 

untuk MRI scan 

Informasi untuk dokter 

dimasukkan ke Buletin 

MESO edisi November 

2017  

11 Noscapine Menindaklanjuti hasil 

reevaluasi produk 

beredar yang telah 

dilakukan oleh Direktorat 

Penilaian Obat dan PB 

yang merekomendasikan 

agar Noscapine ditarik 

dari peredaran. 

Surat untuk IF tanggal 10 

Oktober 2017 

12 Dengue 

Vaccine 

Informasi keamanan 

penggunaan vaksin 

Dengvaxia  

 

Penjelasan Badan POM 

tanggal 12 Desember 

2017 di www.pom.go.id 

13 Bendamustine 

hydrochloride 

Direct Healthcare 

Profesional 

Communication (DHPC) 

PT Roche Indonesia 

tentang peningkatan 

risiko mortalitas terkait 

penggunaan Ribomustin  

- Surat untuk IF 

- Safety 

communication 

tanggal 12 Desember 

2017 

 

Realisasi target di tahun 2017 ini apabila dibandingkan dengan target di 

tahun 2019 adalah sebesar 72,22 %. Capaian ini cukup menjadi semangat 

optimisme akan tercapainya target di tahun 2019 dengan 

mempertahankan kinerja. 
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c.   Jumlah label obat beredar yang diawasi, dikaji dan memenuhi ketentuan 

Badan POM melakukan pengawasan baik sebelum maupun sesudah obat 

beredar untuk menjamin keamanan, mutu dan khasiat obat tetap terjaga. 

Pengawasan label obat menjadi salah satu tugas dan fungsi Badan POM. 

Secara umum label obat dapat diartikan sebagai informasi lengkap yang 

menyertai produk obat sampai ke masyarakat. Informasi tersebut 

digunakan sebagai panduan penggunaan obat yang rasional. 

Pengawasan label obat yang dilakukan oleh Badan POM merupakan hasil 

pengawasan Balai Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia yang kemudian 

dikirimkan ke Badan POM Pusat untuk dapat dikaji lebih lanjut. Label obat 

dengan hasil kajian tidak memenuhi ketentuan ditindaklanjuti dengan 

memberikan surat peringatan kepada industri farmasi pemilik izin edar 

obat untuk dapat melakukan perbaikan terhadap informasi yang 

tercantum pada label obat tersebut agar sesuai dengan persetujuan izin 

edar dari Badan POM. 

Pada tahun 2017 jumlah label obat beredar yang diawasi, dikaji dan 

memenuhi ketentuan menjadi indikator kinerja utama Direktorat 

Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT yang mendukung 

Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dicanangkan 

oleh pemerintah dalam rangka penguatan pembangunan kesehatan 

yang mengedepankan upaya promotif-preventif. Pengawasan 

penandaan obat diharapkan turut berperan dalam tercapainya tujuan 

GERMAS untuk menurunkan beban penyakit, menghindarkan terjadinya 

penurunan produktivitas penduduk, dan menurunkan beban pembiayaan 

pelayanan kesehatan melalui tersedianya informasi yang jelas dan benar 

pada penandaan obat. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 

sejumlah 33.100 label obat memenuhi ketentuan. Berdasarkan hasil kajian 

sepanjang tahun 2017, jumlah label obat yang memenuhi ketentuan 

adalah sebesar 31.452 label obat, dengan demikian capaian kinerja untuk 

indikator kinerja Jumlah label obat beredar yang diawasi, dikaji dan 

memenuhi ketentuan adalah 95,02% (Cukup).  

Indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2017 sehingga belum dapat 

dibandingkan baik dengan tahun sebelumnya maupun dengan target di 

akhir tahun RPJMN. Namun, dengan sosialisasi target pengawasan label 

obat yang jelas dan terukur untuk seluruh Balai Besar/Balai POM di 

Indonesia, dan diadakannya kegiatan pembinaan kepada industri farmasi 

terkait kepatuhan terhadap regulasi terkait label obat diharapkan 

capaian kinerja di tahun-tahun mendatang dapat meningkat. 
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d. Jumlah iklan obat beredar yang diawasi, dikaji dan memenuhi ketentuan 

Sesuai dengan Keputusan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 

HK.00.05.21.4231 Tahun 2004, Direktorat Pengawasan Distribusi Produk 

Terapetik dan PKRT diamanahi fungsi pelaksanaan penyiapan bahan, 

perumusan kebijakan teknis, dan penyusunan pedoman, standar, kriteria 

dan prosedur, serta pelaksanaan pengawasan promosi dan penandaan 

produk terapetik dan Perbekalan kesehatan rumah tangga. 

Fungsi pengawasan promosi/ iklan yang dilakukan oleh Direktorat 

Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT bertujuan untuk 

melindungi masyarakat dari iklan obat yang tidak objektif, tidak lengkap 

dan menyesatkan. Pengawasan promosi/ iklan obat beredar oleh Badan 

POM terdiri dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM Pusat, 

Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia, maupun oleh masyarakat. 

Seluruh hasil pengawasan yang diterima oleh Badan POM tersebut 

kemudian dikaji dan dievaluasi dari segi kelengkapan dan 

objektivitasnya. Untuk memperkuat pengawasan iklan obat di media 

internet dan media penyiaran (radio dan televisi) serta di media cetak, 

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT di tahun 2017 

juga bekerja sama dengan PT Pindai Media Komunika yang bertugas 

melakukan pemantuan iklan obat di media tersebut untuk kemudian 

menjadi bahan tindak lanjut. Dari hasil pengawasan promosi di media 

internet, telah dibuat rekomendasi penutupan website yang tidak 

memenuhi ketentuan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika 

sejumlah 156 website. Sedangkan untuk promosi/ iklan obat yang tidak 

memenuhi ketentuan di media penyiaran, ditindaklanjuti dengan 

pemberian sanksi administratif berupa peringatan atau peringatan keras 

penghentian iklan obat kepada industri farmasi pemiliki nomor izin edar 

dengan ditembuskan kepada Komisi Penyiaran Indonesia selaku instansi 

yang berwenang dalam mengawasi media penyiaran. 

Untuk mengukur keberhasilan fungsi pengawasan iklan oleh Direktorat 

Distribusi Produk Terapetik dan PKRT digunakan indikator kinerja jumlah 

iklan obat beredar yang diawasi, dikaji dan memenuhi ketentuan, 

dengan target sebanyak 3500 iklan. Indikator ini juga merupakan 

indikator kinerja utama Direktorat karena pengawasan iklan menjadi 

salah satu komponen pendukung dalam Gerakan Masyarakat Hidup 

Sehat untuk penguatan pembangunan kesehatan yang 

mengedepankan upaya promotif-preventif dalam hal ini melalui 

tersedianya informasi yang obyektif, lengkap, dan tidak menyesatkan 

pada iklan obat. Pada tahun 2017, realisasi capaian kegiatan ini adalah 

sebesar 3705 iklan yang memenuhi ketentuan. Jika dibandingkan 
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dengan target yang telah ditetapkan, maka capaian kinerja untuk 

kegiatan ini mencapai 105,86 % (kategori Memuaskan). Indikator ini baru 

ditetapkan pada tahun 2017 sehingga belum dapat dibandingkan baik 

dengan tahun sebelumnya maupun dengan target di akhir tahun RPJMN. 

Namun, dengan ditetapkannya target pengawasan iklan obat yang jelas 

dan terukur untuk seluruh Balai Besar/Balai POM di Indonesia, dan 

diadakannya kegiatan pembinaan kepada industri farmasi untuk 

meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi terkait iklan obat serta 

dengan tetap mempertahankan kinerja di tahun 2017 diharapkan 

capaian kinerja di tahun-tahun mendatang untuk indikator ini tetap 

dalam kategori Memuaskan. 

2. Pengukuran Capaian Kinerja Pendukung Indikator Kinerja Utama  

Dalam mencapai target IKU, Direktorat Pengawasan Distribusi Produk 

Terapetik dan PKRT didukung oleh beberapa indikator kinerja yang relevan 

untuk mengakselerasi pencapaian target IKU. Dari 4 (empat) Indikator Kinerja 

Utama, terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja pendukung yang selengkapnya 

dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. 

Tabel 5. 

Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2017 

 

No Indikator Kinerja 
Target 

(a) 

Realisasi 

(b) 

Capaian 

(b/a x 

100%) 

1 Jumlah PBF yang meningkat pemenuhan 

CDOB * 

150 PBF 150 PBF 100% 

 a. Jumlah PBF yang diberikan bimbingan 

teknis/sosialisasi terkait CDOB ** 

300 PBF 375 PBF  125 % 

 b. Persentase pemenuhan timeline tindak 

lanjut hasil pengawasan Pedagang Besar 

Farmasi  ** 

85% 88,12% 103,67% 

 c. Persentase kasus obat ilegal termasuk 

palsu yang ditindaklanjuti ** 

100% 100% 100% 

2 Jumlah Tindak lanjut regulatory terkait 

keamanan obat pasca pemasaran * 

14 

kajian 

13 

kajian 

92,85% 

 a. Jumlah kajian Farmakovigilans obat 

beredar ** 

14 

kajian 

16 kajian 114,28% 

 b. Jumlah laporan ESO dari tenaga 

kesehatan/fasilitas pelayanan kesehatan 

dan industri farmasi yang ditindaklanjuti ** 

700 812 116% 

3 Jumlah label obat beredar yang diawasi, dikaji 

dan memenuhi ketentuan * 
33100 31452 95,02% 
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No Indikator Kinerja 
Target 

(a) 

Realisasi 

(b) 

Capaian 

(b/a x 

100%) 

4 Jumlah iklan obat yang diawasi, dikaji, dan 

memenuhi ketentuan * 3500 3705 105,86% 

 a. Persentase Iklan dan penandaan obat 

beredar yang memenuhi ketentuan ** 
93% 98.60% 106,02% 

Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja 105,87% 

Catatan : *   = Indikator Kinerja Utama 

          ** = Indikator Kinerja Pendukung Indikator Kinerja Utama 

 

Pengukuran capaian Indikator Kinerja yang relevan sebagai pendukung Indikator 

Kinerja Utama  

1. Indikator Kinerja Utama Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang Meningkat 

Pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), dengan 3 (tiga) Indikator 

Kinerja yang relevan sebagai pendukung sebagai berikut : 

a. Jumlah PBF yang diberikan bimbingan teknis/ sosialisasi terkait CDOB  

Dengan adanya bimbingan teknis/sosialisasi terkait CDOB kepada PBF, 

diharapkan PBF memahami dan selanjutnya melaksanakan peraturan CDOB 

untuk menjamin keamanan obat dan/atau bahan obat di jalur distribusi. 

Sehingga dengan dilaksanakannya CDOB, dapat meningkatkan PBF yang 

memenuhi CDOB. 

Keberhasilan kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah PBF yang diberikan 

bimbingan teknis/sosialisasi terkait CDOB dengan target 300 PBF. Hingga akhir 

tahun anggaran 2017, telah dilaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi 

kepada 375 PBF di 15 provinsi, yaitu di kota Banda Aceh, Denpasar, Bandung, 

Pekanbaru, Semarang, Pontianak, Bandar Lampung, Surabaya, Palembang, 

Makassar, Palu, Banjarmasin, Padang, Medan dan Serang. Dari data 

tersebut, pencapaian kegiatan ini adalah 125% (kategori memuaskan). 

Capaian yang melebihi target ini dikarenakan adanya optimalisasi anggaran 

untuk meningkatkan cakupan pemberian bimbingan teknis dan sosialisasi 

sejalan dengan diterbitkannya Perka Badan POM No.25 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Sertifikasi CDOB yang menjadikan Sertifikasi CDOB bersifat 

mandatory serta antusiasme dari PBF terhadap informasi bagaimana cara 

menerapkan CDOB dan membuat CAPA sehingga mereka dapat mengikuti 

sertifikasi CDOB dengan sukses dan cepat.  

Berdasarkan Renstra Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan 

PKRT, target indikator kinerja ini mulai dari tahun 2015 hingga 2019 tidak 

bersifat kumulatif. Apabila dibandingkan dengan target di akhir tahun 2019, 
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maka capaian di tahun 2017 adalah sebesar 107%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik 

dan PKRT sudah baik dan sesuai harapan yang diinginkan. 

b. Persentase pemenuhan timeline tindak lanjut hasil pengawasan Pedagang    

Besar Farmasi (PBF) 

Sesuai dengan Pedoman Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Fasilitas Distribusi Obat dan/atau Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan 

Kefarmasian tahun 2016, pemberian tindak lanjut hasil pengawasan di PBF 

untuk sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan dan 

Rekomendasi Pencabutan Izin merupakan kewenangan dari Badan POM. 

Balai Besar/Balai POM mempunyai kewenangan untuk memberikan tindak 

lanjut berupa pemberian surat perintah perbaikan dan sanksi peringatan 

tertulis (peringatan dan peringatan keras) dan memberikan rekomendasi ke 

Badan POM untuk diberikan sanksi administratif yang menjadi kewenangan 

Badan POM. Pemberian tindak lanjut hasil pengawasan ini merupakan 

upaya Badan POM dalam melakukan pembinaan dan memberikan efek jera 

kepada pihak PBF yang melakukan pelanggaran dengan tujuan agar 

pengelolaan obat di PBF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Dalam rangka ketepatan proses dan keterukuran timeline tindak lanjut hasil 

pengawasan PBF yang dilakukan oleh Badan POM, maka ditetapkan SOP 

Mikro No. POM-03.01.CFM.01.SOP.03.IK.03 (34) mengenai Tindak Lanjut Hasil 

Inspeksi CDOB. Keberhasilan kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan 

Pedagang Besar Farmasi (PBF) diukur dengan indikator Persentase 

pemenuhan timeline tindak lanjut hasil pengawasan Pedagang Besar 

Farmasi, dengan target 85% pada tahun 2017. 

Hasil pemantauan timeline terhadap tindak lanjut yang diberikan oleh Badan 

POM pada tahun 2017 terpenuhi sebesar 88,12 %. Dengan demikian capaian 

kinerja untuk indikator kinerja ini sebesar 103,67% (kategori Memuaskan). 

Terdapat peningkatan realisasi pemenuhan timeline pada tahun ini 

dibandingkan dengan tahun lalu (81,50%) dan peningkatan capaian kinerja 

dari kategori Baik pada tahun 2016 menjadi kategori Memuaskan. 

Peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh 

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT dalam 

peningkatan kompetensi dan kapabilitas serta pemantauan terhadap 

timeline yang dilakukan secara komprehensif di setiap jenjang. Namun, 

mengingat masih manualnya proses evaluasi berjenjang dan pemantauan 

timeline yang dilakukan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan, maka 

diperlukan suatu sistem yang handal untuk mengantisipasi terjadinya human 

error.  
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Berdasarkan Renstra Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan 

PKRT tahun 2015 - 2019, capaian indikator kinerja di tahun 2017 telah 

mencapai 98,17% jika dibandingkan dengan target pada akhir tahun 2019. 

Namun demikian, capaian indikator kinerja ini perlu dipertahankan pada 

kategori Memuaskan dan mencapai target sesuai dengan harapan yang 

diinginkan sampai dengan akhir  periode Renstra.  

c. Persentase kasus obat ilegal termasuk palsu yang ditindaklanjuti 

Salah satu tujuan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) adalah untuk 

menjamin terlaksananya lalu lintas obat yang aman dan mencegah 

masuknya obat illegal ke dalam jaringan distribusi. Pedagang Besar Farmasi 

(PBF) dan Sarana Pelayanan Kefarmasian adalah pihak yang sangat 

berperan dalam jalur distribusi obat dalam operasionalnya harus melakukan 

kualifikasi terhadap supplier, pelanggan dan pengecekan barang yang 

diterima dari supplier, obat retur serta obat kembalian sesuai dengan 

ketentuan.  

Pengawasan terhadap kasus peredaran obat ilegal termasuk palsu 

merupakan salah satu cara identifikasi tingkat kepatuhan PBF dalam 

menjalankan operasional sesuai dengan CDOB serta sarana pelayanan 

kefarmasian dalam menjalankan standar pelayanan kefarmasian. Kegiatan 

ini diukur dengan terlaksananya proses tindak lanjut dari seluruh kasus yang 

melibatkan sarana distribusi obat yang diterima oleh Direktorat Pengawasan 

Distribusi Produk Terapetik dan PKRT. Cakupan tindak lanjut yang dilakukan 

dapat berupa monitoring tindak lanjut oleh Balai Besar/Balai POM, Kajian 

meja, sampling surveilans dan/atau penelusuran (audit komprehensif) yang 

dilakukan sesuai dengan analisis risiko. Dari hasil audit komprehensif jika PBF 

atau sarana pelayanan kefarmasian teridentifikasi melakukan pelanggaran 

dalam penerimaan dan/atau penyaluran obat illegal maka dapat sarana 

terkait diberikan sanksi sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang 

dilakukan. 

Keberhasilan kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kasus obat 

ilegal termasuk palsu yang ditindaklanjuti, dengan target 100%. Selama tahun 

2017 Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT telah 

menangani sebanyak 13 (tiga belas) jenis kasus mulai dari kasus diversi bahan 

kimia obat hingga kasus obat ilegal PCC yang sempat menjadi trending 

topic di media-media nasional dan menjadikan perhatian banyak pihak 

karena memakan korban pada kalangan remaja dan anak-anak. 

Keseluruhan laporan kasus yang masuk telah dilakukan tindak lanjut, dengan 

demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja  pendukung Persentase kasus 

obat ilegal termasuk palsu yang ditindaklanjuti tahun 2017 adalah 100 % 

(kategori Baik). Pada akhir RPJMN (tahun 2019), target kegiatan ini adalah 
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100 % namun dengan adanya perubahan struktur organisasi Badan POM 

utamanya dengan adanya kedeputian baru yaitu Kedeputian Bidang 

Penindakan akan mempengaruhi kebijakan dan penetapan indikator baru 

sehingga indikator Persentase kasus obat ilegal termasuk palsu yang 

ditindaklanjuti tidak dapat dibandingkan.  

 

2. Indikator Kinerja Utama Jumlah Tindak lanjut regulatory terkait keamanan obat 

pasca pemasaran, dengan Indikator Kinerja yang relevan sebagai pendukung 

sebagai berikut : 

a. Jumlah kajian Farmakovigilans obat beredar 

Badan POM, dalam hal ini Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik 

dan PKRT melalui pendekatan manajemen risiko melakukan proses 

penerimaan laporan terkait aspek keamanan obat dari tenaga kesehatan 

dan industri farmasi serta melakukan kajian keamanan obat beredar 

berdasarkan isu global atau tindak lanjut regulatory Badan Otoritas Negara 

lain. Laporan tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan dikaji oleh evaluator. 

Jumlah kajian Farmakovigilans obat beredar pada tahun 2017 ditargetkan 

sebanyak 14 (empat belas) kajian. Hingga akhir tahun, jumlah kajian yang 

dilakukan terhadap laporan yang masuk adalah sejumlah 16 (enam belas) 

kajian, sehingga capaian kinerja adalah 114,28 %. 

Pencapaian kinerja tersebut dalam kategori Memuaskan, seperti capaian 

tahun 2016 yaitu sebesar 116,67 %. Capaian tahun 2017 dikatakan 

Memuaskan, karena dapat mempertahankan kinerja seperti yang 

diharapkan. Apabila realisasi kegiatan tahun 2017 dibandingkan dengan 

target tahun 2019, maka diperoleh capaian kinerja 88,89 %. Dengan melihat 

kinerja di tahun 2015-2017, target kinerja di akhir tahun RPJMN 2015-2019 

sebesar 18 kajian dapat secara optimis kami sampaikan akan tercapai 

dengan memaksimalkan dan mendayagunakan seluruh sumber daya yang 

ada. 

b. Jumlah laporan Efek Samping Obat (ESO) dari tenaga kesehatan/fasilitas 

pelayanan kesehatan dan industri farmasi yang ditindaklanjuti 

Pada tahun 2017, jumlah laporan farmakovigilans yang diterima oleh 

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT adalah 158.727 

laporan, yang terdiri dari laporan spontan efek samping obat (ESO) lokal 

termasuk Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dari tenaga kesehatan dan 

industri farmasi, foreign report, laporan Periodic Safety Update Report (PSUR) 

dan laporan Risk Management Plan (RMP). Jumlah ini meningkat hampir 2 

(dua) kali dari jumlah laporan Farmakovigilans di tahun 2016. 

Jumlah laporan spontan ESO lokal termasuk KIPI yang diterima pada tahun 

2017 adalah 2.166 laporan. Berikut profil laporan ESO tersebut: 
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1) Grafik 1. 10 (Sepuluh) Golongan Obat yang terbanyak dilaporkan sebagai 

penyebab ESO dari data Nakes tahun 2017 

 

2) Grafik 2. 10 (Sepuluh) Jenis Efek Samping Obat (ESO) yang Terbanyak 

dilaporkan dari Data Tenaga Kesehatan Tahun 2017 

 

 

Tidak semua laporan ESO lokal yang diterima mencantumkan informasi yang 

lengkap sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahapan analisis kausalitas. 

Laporan ESO lokal yang dilakukan analisis kausalitas oleh tim ahli MESO 

sebanyak 812 laporan.  
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Berikut Grafik 3 Profil hasil analisis kausalitas berdasarkan kategori Kausalitas 

WHO: 

3) Grafik 3. Profil Hasil Analisis Kausalitas Laporan ESO Lokal Tahun 2017 

 

 

Dari grafik 3. diatas dapat dilihat bahwa 206 laporan efek samping memang 

disebabkan karena obat (25,3%), 279 laporan efek samping kemungkinan 

besar disebabkan karena obat yang digunakan (34,3%), 215 laporan efek 

samping kemungkinan kecil disebabkan karena obat (26,4%), 34 laporan 

efek samping bukan disebabkan karena obat (4,2%) dan lebih kurang 78 

laporan efek samping tidak dapat ditentukan hubungannya karena 

keterbatasan informasi pada laporan (9,6%). 

Berdasarkan Renstra 2015-2019 Direktorat Pengawasan Distribusi Produk 

Terapetik dan PKRT, target jumlah laporan ESO dari tenaga 

kesehatan/fasilitas pelayanan kesehatan dan industri farmasi yang 

ditindaklanjuti pada tahun 2017 adalah sebanyak 700 laporan, dan capaian 

pada tahun 2017 adalah sebanyak 812 laporan, sehingga diperoleh 

persentase sebesar 116%, termasuk kategori Memuaskan. Apabila realisasi 

kegiatan tahun 2017 dibandingkan dengan target tahun 2019, maka diperoleh 

capaian kinerja 90,22 %. 

Upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya pelaksanaan kegiatan 

farmakovigilans dilakukan melalui workshop farmakovigilans kepada tenaga 

kesehatan dan pelatihan farmakovigilans untuk personil farmakovigilans di 

Industri Farmasi. Kegiatan-kegiatan tersebut memberi peranan penting 

dalam peningkatan jumlah laporan yang diterima. Pada tahun 2017, telah 

dilakukan 4 (empat) kali workshop Farmakovigilans kepada tenaga 

kesehatan, yaitu di RS Universitas Udayana – Denpasar, RSPAD Gatot Subroto 

– Jakarta, RS Universitas Sumatera Utara – Medan dan di Hotel Harris - Bekasi 
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serta 2 (dua) kali pelatihan farmakovigilans untuk personil farmakovigilans di 

industri farmasi yang berlokasi di Surabaya dan Semarang. 

Sebagai upaya menghadapi perkembangan farmakovigilans global, 

peningkatan kompetensi untuk pegawai Badan POM terus dilakukan. Pada 

tahun 2017 Badan POM turut berpartisipasi dalam pelatihan-pelatihan di 

dalam negeri dan di luar negeri, antara lain PMDA-ATC Pharmacovigilance 

Seminar 2017 pada tanggal 6-9 Februari 2017 di Tokyo, Jepang; Risk 

Management Plan Training pada tanggal 17–19 Mei 2017 di Jakarta, 

Indonesia; JICA-Strengthening of Pharmacovigilance Activities pada tanggal 

23-30 September 2017 di Jepang; 2017 APEC Harmonization Center 

Pharmacovigilance Workshop dan 2017 APEC Pharmacovigilance  Center of 

Excellence Program pada tanggal 11-14 September 2017 di Seoul, Korea 

Selatan. 

3. Indikator utama Jumlah label obat beredar yang diawasi, dikaji dan memenuhi 

ketentuan dan Jumlah iklan obat beredar yang diawasi, dikaji dan memenuhi 

ketentuan 

a. Persentase iklan dan penandaan obat beredar yang memenuhi ketentuan 

Iklan dan penandaan obat merupakan informasi tentang obat yang 

menyertai beredarnya obat di masyarakat. Informasi tersebut haruslah 

lengkap objektif dan tidak menyesatkan serta sesuai dengan persetujuan 

yang diberikan oleh Badan POM melalui Direktorat Penilaian Obat dan 

Produk Biologi. Pengawasan iklan dan penandaan obat bertujuan untuk 

mengawal dan menjamin penggunaan obat yang tepat, aman dan 

rasional, serta sebagai deteksi dini adanya obat palsu dan obat tidak 

memiliki izin edar dari Badan POM.  

Menjadi komponen pendukung dari GERMAS dalam rangka penguatan 

pembangunan kesehatan yang mengedepankan upaya promotif-preventif 

melalui tersedianya informasi yang obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan 

pada iklan dan label/penandaan obat, membuat iklan dan penandaan 

obat yang semula hanya merupakan indikator kinerja penunjang menjadi 

indikator kinerja utama Direktorat di tahun 2017. Indikator kinerja Persentase 

iklan dan penandaan obat beredar yang memenuhi ketentuan juga 

mengalami perubahan, yaitu yang semula merupakan indikator kinerja 

penunjang dari indikator kinerja utama Jumlah Kajian Farmakovigilans Obat 

Beredar yang Dikomunikasikan berubah menjadi indikator kinerja penunjang 

dari indikator kinerja utama Jumlah Label Obat Beredar Yang Diawasi, Dikaji 

dan Memenuhi Ketentuan dan Jumlah Iklan Obat Beredar yang Diawasi, 

Dikaji dan Memenuhi Ketentuan. Berdasarkan Renstra tahun 2015-2019, 

target indikator kinerja ini di tahun 2017 adalah sebesar 93%. 
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Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2017, realisasi yang 

dicapai adalah sebesar 98,60%. Dengan demikian maka capaian kinerja 

untuk kegiatan pengawasan iklan dan penandaan obat adalah sebesar 

106,02%. Pencapaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori 

Memuaskan. Apabila realisasi kegiatan tahun 2017 dibandingkan dengan 

target tahun 2019, maka diperoleh capaian kinerja 104,89 %. Capaian kinerja 

dapat melebihi target disebabkan antara lain dilakukannya kegiatan 

Pembinaan dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Pemenuhan Iklan dan 

Penandaan Obat secara intensif dan Workshop Pengawasan Iklan dan 

Penandaan Obat yang membuat industri farmasi sebagai produsen obat 

dan iklan obat lebih aware terhadap peraturan dan perundangan yang 

berlaku. 

Selanjutnya, karena indikator ini sudah ada pada Renstra 2015 - 2019, maka 

pencapaian kinerja untuk indikator ini di tahun 2017 dapat dibandingkan 

dengan pencapaian kinerja di tahun 2015 dan 2016 untuk mendapatkan 

gambaran kesuksesan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan pengawasan iklan 

dan penandaan obat. Apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian 

kinerja di tahun 2015 dan 2016, capaian kinerja di tahun ini dapat dikatakan 

stabil dan tidak berbeda jauh karena masih dalam kategori yang sama, yaitu 

kategori Memuaskan. Berdasarkan Renstra 2015-2019 Direktorat Pengawasan 

Distribusi Produk Terapetik dan PKRT, untuk indikator kinerja Persentase 

Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat yang Memenuhi Ketentuan tahun 

2015 sampai dengan 2019 ditargetkan bertambah 0,5 % setiap tahunnya. 

Capaian kinerja di tahun ketiga Renstra 2015-2019 menunjukkan optimisme 

tercapainya target di akhir tahun RPJMN. Hal ini diperkuat dengan 

diberikannya target yang jelas kepada BB/Balai POM di seluruh Indonesia 

sehingga diharapkan masing-masing BB/Balai POM dapat melaksanakan 

pengawasan sesuai target pengawasan. 

Dari uraian di atas, secara keseluruhan capaian kinerja dan perbandingannya 

dengan target tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 6. 

Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Perbandingan dengan Target Tahun 2019 

 

No Indikator Kinerja 

Capaian 

2017 

 

Kategori 

Pencapaian 

Kinerja 

 

Perbandingan 

Capaian 

dengan Target 

Tahun 2019 

1 Jumlah PBF yang meningkat pemenuhan 

CDOB * 

100% Baik 78,95 % 

 a. Jumlah PBF yang diberikan 

bimbingan teknis/sosialisasi terkait 

125% Memuaskan 107% 
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No Indikator Kinerja 

Capaian 

2017 

 

Kategori 

Pencapaian 

Kinerja 

 

Perbandingan 

Capaian 

dengan Target 

Tahun 2019 

CDOB ** 

 b. Persentase pemenuhan timeline 

tindak lanjut hasil pengawasan 

Pedagang Besar Farmasi  ** 

103,67% Memuaskan 98,17% 

 c. Persentase kasus obat ilegal 

termasuk palsu yang ditindaklanjuti ** 

100% Baik 100% 

2 Jumlah Tindak lanjut regulatory terkait 

keamanan obat pasca pemasaran * 

92,85% Cukup 72,22% 

 a. Jumlah kajian Farmakovigilans obat 

beredar ** 

114,28% Memuaskan 88,89% 

 b. Jumlah laporan ESO dari tenaga 

kesehatan/fasilitas pelayanan 

kesehatan dan industri farmasi yang 

ditindaklanjuti ** 

116% Memuaskan 90,22% 

3 Jumlah label obat beredar yang diawasi, 

dikaji dan memenuhi ketentuan * 

95,02% Cukup 78,63% 

4 Jumlah iklan obat yang diawasi, dikaji, 

dan memenuhi ketentuan * 

105,86% Memuaskan 86,16% 

 a. Persentase Iklan dan penandaan 

obat beredar yang memenuhi 

ketentuan ** 

106,02% Memuaskan 104,89% 

Catatan : *   = Indikator Kinerja Utama 

 ** = Indikator Kinerja pendukung IKU 

Melihat hasil capaian tahun ini, hampir seluruh indikator mencapai target tahun 

2017 dan menunjukkan sinyal positif terhadap pencapaian kinerja di tahun 2019 

sebagai akhir tahun RPJMN. Meskipun terdapat beberapa indikator kinerja yang 

menurun capaiannya apabila dibandingkan dengan tahun lalu, dengan 

perbaikan-perbaikan yang telah diuraikan di atas, diharapkan Direktorat 

Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT dapat mencapai target di 

tahun-tahun mendatang dengan kategori memuaskan baik dalam hal 

keefektifan maupun keefisienannya terhadap anggaran.  

 

B. REALISASI ANGGARAN 

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Direktorat Pengawasan Distribusi Produk 

Terapetik dan PKRT selama tahun 2017 telah diupayakan sesuai dengan prinsip-
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prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Direktorat Pengawasan Distribusi 

Produk Terapetik dan PKRT seharusnya mendapatkan dana sebesar Rp 

17.952.815.000,-,. Beberapa waktu kemudian pemerintah menginstruksikan 

setiap Kementerian/Lembaga untuk melakukan penghematan melalui 

mekanisme self blocking anggaran sebesar Rp. 3.247.614.000,-., sehingga dana 

yang bisa digunakan untuk kegiatan Direktorat Pengawasan Distribusi Produk 

Terapetik dan PKRT adalah sebesar Rp. 14.705.201.000,-. Pada Bulan September 

2017 diberikan dana tambahan hibah dari WHO sebesar Rp. 603.300.000,-., 

sehingga total jumlah anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT 

menjadi Rp. 15.308.501.000,-. Penghematan anggaran melalui self blocking ini 

tidak merubah pagu anggaran sehingga realisasi anggaran dan perhitungan 

efisiensi dihitung dengan menggunakan kedua versi pagu (sebelum dan setelah 

penghematan). Realisasi anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan 

PKRT tahun 2017 adalah sebesar Rp. 13.978.936.386,-. 

Realisasi keuangan apabila dibandingkan dengan pagu sebelum self blocking 

adalah sebesar 79,35%, sedangkan apabila dibandingkan dengan pagu 

setelah self blocking adalah sebesar 91,31% (Data realisasi kegiatan dan 

keuangan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 5).  

Hal ini berdampak pada perhitungan efisiensi kegiatan, jika menggunakan 

pagu sebelum self blocking seluruh penggunaan dana untuk kegiatan yang 

dilaksanakan pada tahun 2017 dikatakan efisien. Namun, jika menggunakan 

pagu setelah self blocking terdapat 12 (dua belas) kegiatan yang tidak efisien, 

yaitu Partisipasi Aktif Dalam Pertemuan, Evaluasi Hasil Pengawasan Distribusi 

Obat, Koordinasi Dalam Rangka Deteksi Dini Obat Palsu (Pembelian Sampel), 

Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat Dalam GNPOPA, Koordinasi Lintas 

Sektor dalam Kerangka GNPOPA, Supervisi/Partisipasi Dalam 

Rapat/Seminar/Workshop/Training Nasional (Biaya Registrasi Training dan 

Belanja perjalanan lainnya (dalam kota), Digitalisasi QR Code dalam rangka 

Pengawasan Informasi Pada Label Obat, Entry Data Base Retrospective 

(PKPKO), Pemeliharaan Alat Pengolah Data (Pemeliharaan Kendaraan Roda 

Empat), Penyusunan dan penyebaran informasi Buletin Berita Meso, 

Peningkatan Kompetensi/ Training/ Workshop/ Seminar Internasional, Forum 

Koordinasi dan Iklan Obat. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah memang 

kegiatan yang membutuhkan dana yang cukup besar dalam satu kali 

pelaksanaan, sehingga efek penghematan anggaran sangat berimbas pada 

pelaksanaan kegiatan. 

Perbedaan persentase realisasi anggaran dan hasil perhitungan efisiensi antara 

sebelum dan setelah self blocking yang begitu besar disebabkan karena pada 

saat keluar keputusan dari pemerintah yang mewajibkan seluruh Kementerian/ 
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Lembaga untuk melakukan penghematan melalui mekanisme self blocking, 

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT tidak melakukan 

penyesuaian target realisasi fisik (output). Hal ini dikarenakan semangat 

optimisme kami, dimana kami ingin melihat sejauh mana kinerja bisa 

dimaksimalkan agar tetap menghasilkan output yang tinggi walaupun dengan 

anggaran yang sudah dipotong. Namun ke depan, perlu dilakukan analisis lebih 

dalam mengenai perlu tidaknya penyesuaian target apabila terjadi 

pemotongan anggaran terutama kegiatan-kegiatan yang memerlukan 

anggaran yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Secara garis besar 

kegiatan di tahun 2017 berhasil terealisasi dengan efektif dan efisien (Data 

efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 6).  

Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan 

pelajaran untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Beberapa 

langkah-langkah perbaikan telah dirumuskan untuk dikaji lebih lanjut untuk 

menghasilkan tindakan perbaikan yang tepat sasaran. Beberapa langkah 

penting sebagai strategi pemecahan masalah atau bahan pertimbangan 

untuk merumuskan perbaikan di masa yang akan datang, adalah sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang muncul saat 

tahun berjalan (sebagai contoh adanya pemotongan anggaran) sehingga 

dapat merumuskan langkah-langkah strategis dan tepat agar kegiatan-

kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dengan efektif dan efisien. 

2. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi yang baik di antara unit-unit kerja 

terkait yang berada dalam lingkungan Badan POM maupun pihak-pihak 

terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan di bidang pengawasan distribusi 

obat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Tahun 2017 adalah tahun ketiga dalam implementasi Rencana Strategis 2015–2019. 

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT sebagai pengawas post 

market di bidang pengawasan distribusi obat, pengawasan Farmakovigilans serta 

pengawasan promosi dan penandaan obat dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya membutuhkan dukungan sistem, infrastruktur dan sumber daya manusia 

yang memadai, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kapabilitas dan 

keahliannya. 

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT mendukung program 

Pengawasan Obat, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya mutu sarana  

distribusi obat dan keamanan obat beredar. Untuk mencapai sasaran tersebut 

dibuat serangkaian kegiatan yang dapat diukur. Keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat dari hasil pengukuran dengan 

menggunakan indikator kinerja yang disertai target kinerja.  

Sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Penetapan 

Kinerja Tahun 2017 dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yaitu :  

1. Jumlah PBF yang meningkat pemenuhan CDOB; dengan 3 (tiga) Indikator 

Kinerja Pendukung 

2. Jumlah Tindak lanjut regulatory terkait keamanan obat pasca pemasaran 

dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Pendukung 

3. Jumlah label obat beredar yang diawasi, dikaji dan memenuhi ketentuan 

4. Jumlah iklan obat yang diawasi, dikaji, dan memenuhi ketentuan dengan 1 

(satu) Indikator Kinerja Pendukung 

 

Hasil capaian kinerja rata-rata ke 4 (empat) Indikator Kinerja Utama adalah 98,43% 

dengan kategori Cukup (75% ≤ X < 100%). Apabila seluruh indikator yang relevan 

sebagai pendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama diperhitungkan, maka 

capaian kinerja rata-rata 110,89% dengan kategori Memuaskan (100% < X ≤ 125%).  

Realisasi keuangan apabila dibandingkan dengan pagu sebelum self blocking 

adalah sebesar 79,35% sedangkan apabila dibandingkan dengan pagu setelah self 

blocking adalah sebesar 91,31%. 

Hal ini berdampak pada perhitungan efisiensi kegiatan, jika menggunakan pagu 

sebelum self blocking seluruh penggunaan dana untuk kegiatan yang dilaksanakan 

pada tahun 2017 dikatakan efisien. Namun, jika menggunakan pagu setelah self 

blocking terdapat 12 (dua belas) kegiatan yang tidak efisien, yaitu Partisipasi Aktif 

Dalam Pertemuan, Evaluasi Hasil Pengawasan Distribusi Obat, Koordinasi Dalam 

Rangka Deteksi Dini Obat Palsu (Pembelian Sampel), Penyebaran Informasi Kepada 

Masyarakat Dalam GNPOPA, Koordinasi Lintas Sektor dalam Kerangka GNPOPA, 
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Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT 

Supervisi/Partisipasi Dalam Rapat/Seminar/Workshop/Training Nasional (Biaya 

Registrasi Training dan Belanja perjalanan lainnya (dalam kota), Digitalisasi QR Code 

dalam rangka Pengawasan Informasi Pada Label Obat, Entry Data Base 

Retrospective (PKPKO), Pemeliharaan Alat Pengolah Data (Pemeliharaan 

Kendaraan Roda Empat), Penyusunan dan penyebaran informasi Buletin Berita 

Meso, Peningkatan Kompetensi/ Training/ Workshop/ Seminar Internasional, Forum 

Koordinasi dan Iklan Obat. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah memang kegiatan 

yang membutuhkan dana yang cukup besar dalam satu kali pelaksanaan, 

sehingga efek penghematan anggaran sangat berimbas pada pelaksanaan 

kegiatan. 

Perbedaan persentase realisasi anggaran dan hasil perhitungan efisiensi antara 

sebelum dan setelah self blocking yang begitu besar disebabkan karena pada saat 

keluar keputusan dari pemerintah yang mewajibkan seluruh Kementerian/ 

Lembaga untuk melakukan penghematan melalui mekanisme self blocking, 

Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT tidak melakukan 

penyesuaian target realisasi fisik (output). Hal ini dikarenakan semangat optimisme 

kami, dimana kami ingin melihat sejauh mana kinerja bisa dimaksimalkan agar 

tetap menghasilkan output yang tinggi walaupun dengan anggaran yang sudah 

dipotong. Namun ke depan, perlu dilakukan analisis lebih dalam mengenai perlu 

tidaknya penyesuaian target apabila terjadi pemotongan anggaran terutama 

kegiatan-kegiatan yang memerlukan anggaran yang cukup besar dalam 

pelaksanaannya. Secara garis besar kegiatan di tahun 2017 berhasil terealisasi 

dengan efektif dan efisien (Data efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat 

pada lampiran 6).  

Secara keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran 

untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Beberapa langkah-langkah 

perbaikan telah dirumuskan untuk dikaji lebih lanjut untuk menghasilkan tindakan 

perbaikan yang tepat sasaran. Beberapa langkah penting sebagai strategi 

pemecahan masalah atau bahan pertimbangan untuk merumuskan perbaikan di 

masa yang akan datang, adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang muncul saat 

tahun berjalan (sebagai contoh adanya pemotongan anggaran) sehingga 

dapat merumuskan langkah-langkah strategis dan tepat agar kegiatan-

kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dengan efektif dan efisien. 

2. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi yang baik di antara unit-unit kerja 

terkait yang berada dalam lingkungan Badan POM maupun pihak-pihak terkait 

lainnya dalam merumuskan kebijakan di bidang pengawasan distribusi obat. 
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Lompiron 1

lorgel Pembongunon unluk lohun 2015.2019
Dlrekl,orol Pengoworon Dlslrlbusl Produk lcrqp.llk don PrRI

TUJUAN
SASARAN
SIRAIEGIS

INDIKAIOR KINIRJA
TARGEI

KEI.
2015 2016 2017 20r8 ?o19

Meningkolnyo
,qminon produk Obot
don Mokonon omon

Menguotnyo
sislem

pengowoson Obol
don 

^^okonon

Persenlose peningkolon
PBF yong memenuli CDOB 78% 87%

lndikolor Kinerio
Utomo 2015-2019

Junrloh kojion
formokovigilons obol
beredor yong
dikomunikosikon

t0 12 14 t6 l8 lndikoior Kinerio
Utomo 201'2019
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BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta pusat 105GO lndonesia

Telp. 42M755, 4244691, 420922L, 42633t1, (ZIL7AL,4244S1g, Far : 42883485
E-mail : ditwas_dist_ptpkrt@pom.go.id; distribusi-obat@yahoo.com Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT

NOMOR HK.04.34 l. 1 t. 16.4256
TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT

TAHUN 2017

DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT,

Menimbang bahwa pelaksanaErn penJrusunan Rencana Kinerja
Tahunan perlu dilakukan oleh setiap unit ke{a
Eselon II;

bahwa setiap dokumen Rencana Kinerja Tahunan
dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi untuk
memonitor dan mengendalikan pencapa.ian kine{a
organisasi;

bahwa Rencana Kinerja Tahunan Direldorat
Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan PKRT

perlu ditetapkan dengan Keputusan Direlrtur
Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan
PKRTi

bahwa Keputusan Direktur Pengawasan Distribusi
Produk Terapetik dan PKRT disusun sesuai dengan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2O17.

Mengingat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 1O4, To-bahan kmbaran Negara Nomor

4421l.;

a

b

c

d

1

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

aTool;
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BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta pusat 10560 lndonesia

felp, 4244755, 42W9r, 42O9ZZL, 4263213, 4}4fiat, 42448rg,Fax. : 4288:t485
E-mail : ditwas_dist_ptpkrt@pom.go.id; distribusi_obat@yahoo.com Website : www.pom.go.id

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2O06 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun
2OO6 Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

39 Tahun 2OO6 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6

Nomor 96, Tambahaa lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

40 Tahun 2OO6 tentang Tata Cara Penyu.sunan

Rencana Pembangunao Nasional (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4664);

Keputusan Presiden Nomor lO3 tahun 2OOI

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan organisasi, dan Tata Kerja lrmbaga
Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 3 tahun 2O13;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional I'ahun 2015 - 2019;

Peraturan Presiden Nomor 6O Tahun 2O15 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2O16 (kmbaran
Negirra Republik Tahun 2Ol5 Nomor 137);

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

4

5

6

7

8

9
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BADAN POItt

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Netara I{o. 23 Jakarta pusat 10560 lndonesia

Telp. 4244755, 424469r, 42O922r, 4a6t3l!, 42417At, 4Z4AAtg, Fax. : 42883185
E-mail ; ditwas-dist-ptpkrt@pom.go.id; distribusi-obat@yahoo.com website : www.pom.go.id

Menetapkan

Pertama

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 201O tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah ;

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor O2OOI/SK/KBPOM Tahun 2OOl

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Kepa-la Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor HK.OO.05.21.4237
Tahun 2OO4;

12. Keputusan Kepala Badan Penga.was Obat dan
Makanan Nomor OSOI8/SK/KBPOM Tahun 20Ol
Tentang Organisasi dan Tata Keda Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Badan Penga.was Obat dan
Makanan sebagaimana teLah beberapa kali diubah
terakhir dengaa Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor

HK.OO.O5.2 1.3546 Tahun 2OO9;

MEUUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI
PRODUK TERAPETIK DAN PKRT TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT
PENGAWASAN DISTzuBUSI PRODUK TERAPETIK
DAN PKRT TAHUN 2017

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pengawasan
Distribusi Produk Terapetik dan PKRT Tahun 2017
merupakan sasaran strategis dan indikator kinerja
kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja
Pemerintah tahun 2017;
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BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negata No. 23 Jakarta Pusat 10560 lndonesia

Telp. 4244735, 424691, 42ol221, 4263113, 42417 81, 42448L9, fax. : 4288!1485
E-mail : ditwas_dist_ptpkrt@pom.go.id; distribusi_obat@yahoo.com Website : www.pom.go.id

Rencala Kinerja Tahunan merupakan panduan
pelaksanaan kegiatan pada tahun 2Ol7;

Kedua

Ketiga

Keempat

Rencana Kinerja Tahunan 2Ol7 sebagaimana
tersebut di atas dalarn lampiran keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 November 2O16

DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI
PRODUK TERAPETIK DAN PKRT

)r 0
NIP. 19630812 198903 I OO2

4t



No. SASARAN STR{TEGIS INDIIqTOR XINERJA KEGIATAN TARCET

1 Meningkatnya mutu sarana
dbtribusi dan keamanan obat
b€redar

l.l. Jumlah PBF yang meningkat pcmcnuhan CDOB 150 PBF

1.2. Jurilah tindak tanjut Egulatory terkait l(camanan obat

Pasca Pemasar-an

14 ?indak
Isnjut

1.3. Jumlah lab.l obst bcrcdar ]lan8 diawasi, dikaji dan
mcmcnuhi katentua-n

331OO tabel

1.4. Jumlah ikl,an obet yanS diasasi, dikeji. dan rncmcnuhi 35OO lklan

I-.AMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUX TERAPEIK DAX
P!(RT IOUOR HX.O4.34r.l l.r6i2 56
TEIITA}IG RENCANA KINER.JA TAHUI|AN DIREKTORAT PENOAWASAI{ DIST$AUSI
PRODU( TERAPTN( DAN PKRT TAHUN 2OI7

REIICAJIA XITERI'A TA TAII
DITEXTORA? PEiGAYAAAT DISIRISUEI PRODIIX TERAPBTTK DAI PTRT

TAIIUT 2OT7

Ditetapkan di : Jakana
PadB tangSal : 2l Norcmb€r 2016
DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI
PRODUK TERAPETIX DAX PKRI

aN<{
Dr!. Arustivono. Apt. \,tPH.
NIP, 19630812 198903 I O02

4a
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BADAN POi/I

BADAN PENGAWAS OBAT DAN AAAKANAN
Jl. Percetokon Negoo No.23 Jokorto Pusol 10560 lndonesio

Telp. (o2 r ) 421469r , 1209i21, 1?63933, 12U755, 4241781 , 4214E19; Fox: l12ll 1215523

Emoil : infopom@indo.net.id; Websiie : www.pom.go.id

PERNYATAAN PET{ETAPAX KIT{ERJA

Dalarn rangka m€rvujudkan rnanajernen pernerintahan yang e{ektif, tEnsparan dan
akuntabd serta berorbntssi pada hasil, kami yang b€rtanda iangBn di baurah ini:

Nama : Drs. Anrsfiyono, A![., frPH.

Jabdan : Diektur Pengarvasan Oisilrbusi produk Terapefr( dan pt(RT

Sdar{uhya dbblx pihak peGma

Natna : DrB. furi Olvi Sampurno, M-Si., Apt
Jabatil : PIL Deputi Bitang Pengau,asan Produk T€rapcdik dan }IAPZA

Sebku dasn largsuru frihaf pertrrla
S€lanjutnya disebut phak kedua

Pihak p€rtama pada tahun 2017 ini berianji akan rnevrujudkan target kineda tahunan sesuai
lampiran pedan ian ini dahrn rangka msncapai taeef kin€r*, jangka rnenerE$ sep€rti yang
tehh ditetapkan daldn dokumen perBrrcanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

targ€d kineria tersebut menjadi t6ngguqg jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi ),ang diperlukan serta akan mebkukan evaluasi
akuntabilitas kheria t€rhadap capaian kinerja dad p€r,anjian ini dan mengambil tinclakan

Fng diperlukan dahn rangka p€rnberbn pengharg:ran dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarla, 4 Januari 20'17

Pihak Pertama,

Drs. Ondri Drvi Samoumo. M.Si.. Aot.

NlP. 19621119198803 1 001 NtP. 19630812 198903 1 002



,t BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAru
Jl. percetakan Negara No. 23 Jakarta pusat 10560 lndonesia

Telp. 42t14755, 4244691, 42O922t, 4263331, 424L7At, 42448L9, Fax. : 42883485
E-mail : ditwas_dist_ptpkrt@pom.go.id; distribusi_obat@yahoo.com Website : yy11re1,pom.go.id

BADANI PO!1^

Fofmulir Penetapan Kinerja

Tingkat Unit Organisasi Eselon ll

Unit Organisasi Eselon ll
PKRT

Direktorat PengauEsan Distribusi Produk Terapetik dan

Tahun Anggaran 2017

No

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Pengawasan Dbtribusi Produk Terapetik dan PKRT: Rp. 17.952.815.000'-

TARG

150 PBF

14 Tindak lanjut

33100 Label

3500 lklan

Plt. Deputi Bidang Pengawasan
Produk Terapetik dan NAPZA,

Prs. Onari Owi Samour
NrP. 19621119198803 1 001

Jakarta, 4 Januari 2017
DireKur Pengawasan Distribusi
Produk Terapetik dan PKRT

NrP. 19630812 198903 1 002

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Jumlah PBF lang meningkat
pemenuhan CDOB

1.1 .

Jumlah tindak lanjut regulatory
terkait keamanan obat pasca
pemasaran

1.2.

1.3. Jumlah label obat beredar yang

diawasi, dikaji dan memenuhi
ketentuan
Jumlah iklan obat yang diawasi,
dikaji. dan memenuhi ketentuan

1.4

Meningkatnya mutu
sarana distribusi dan

keamanan obat beredar

1

\

I

i
I

I

I

I

I
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BADAN POi,l

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANIAN
ll. Percetokon Negoro No.23 Jokorto Pusqt 10560 lndonesio

Telp. (021) 4244691 , 42A9??1 , 4263333, 1241755, 1711781 , 1211819; Fox : (021) 4245523

Emoil : in{opom@indo.net.id; Websote : wvwprom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TEKNIS

TAHUN 2017

DIREKTORAT PENGAWASAN OISTRIAUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT

Dalam rangka mewujudkan manajemen yang efekif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. G. Kakerissa, Apt.

Jabatan : Direktur Pengawasan Distribusi Ptoduk Terapetik dan PKRT

Selaniutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Drs. Ondri Dwi Sampumo, M.Si., Apt.

Jabatan : Plt. Deputi Bidang Pengarwsan Produk Terapetik dan NAPZA

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang

seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja iangka
menengah seporti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerra tersebut meniadi tanggung .jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supewisi yang dipedukan Serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemb€rian penghargaan dan sanksi'

Pihak Kedua,

Jakarta, Marct2017
Pihak Pertama,

\\-..,

Drs. Ondri Dwi Samourno. M.Si., Apt.
NrP. 1962't119 198803 1 001

Drs. H. G. Kakerissa. Aot.
NrP. 19620815 198803 1 001



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetokon Negoro No. 23 Jokodo Pusqt 10560 lndonesio

Telp. (021) ,{2a{691, 12@221, 126X333, t24755, 4211781, 1211819; Fox : l12tl 4245523

BADAN NtM Emoil : inlopom@indo.nA.id; Wctrsite : www-pom.go.id

PERJAI'IJIAN KIXER.,A TEXTIS

TAHUN 2017

DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT

Pihak Kedus,

Jakarta, Matd 2017
Pihak Pe.t n8

\\o-r ,
Drs. Ondri D i Ssmoumo. M.Si.. ADt.

NrP 19621119 198803 1 00',t

Drs. H. G. Kakerissa, APt.

NlP. 19620815 198803 1 001

SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatnya mtrtu
sarana di€trihJsi dan
kearnanan obat beredar

Jumlah PBF yang meningkat pemenuhan
cooB

150 PBF

Jumlah tindak lanjut reguiatory terkait
kearnanan obat pasca pernasaran

l4Indak laniut

Jumhh label obat beredar yang diawasi,
dikan dan rnernenuhi kebntuan

33100 Label

Jumbh ldan obd yang diawasi, dikaji, dan
nrencnuhi ketenluan

3500 lklan

I
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J BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percctokon Nogoro No. 23 Jokorto Pusot 10560 lndonesio

Telp. (021i ,124,+691, 120922r , 1263333, 1211755, 1211781 , 1244819; Fox : 10211 4245523

Emoil : infopom@indo.net.id; Websile : wvw.pom.go.idBADAN PO,l1

TARGET

URAIAN SATUAN
I II llr

'l 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya
mulu sarana
distribusi dan
keamanan obat
beredar

Jumlah PBF yang m6oingkat
pemenuhan CDOB

PBF

Tiodak
Lanjut

20 70 120 150

Jumlah lindak laniut regulatory
terkait keamanan obat pasca
pefiasaran

2 6 10

Jumbh label obat I,eredar yaog
diau,asi, dikaji dan rnernenuhi
k6t6ntuan

Label 3310 16550 29794 33100

Jumhh kallan obat yang diawasi,
dika$ dan memenuhi ketentuan

iklan 350 '17 50 3150

PERJANJIAN KINERJA TEKNIS

DIREKTORAT PENGA1IYASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT

TAHUN 2017

INOIKATOR KINERJA
SASARAN

PROGRAM /
KEGIATAN

3500

Jakarta, Maret 2017

Oirektur PengawEsan Dis'tribusi PT dan PKRT

\\*' ,
Drs. H. G. Kakerisga. Aot.
NtP. 19620815 198803 1 001

L

1,.
I

Ii

I



lompiron 4

Unil Orgonlsosl Eselon ll
Iohun Anggoron

Formulir Pengukuron KinerJo
Tingkol Unil Orgonisosl Eselon ll

: Dlreklorql Pengowoson Distrlbusl Produk Teropetlk don PKRT

:2017

Jumloh Anggoron Kegioton Berdosorkon Perjonjion Kinerjo
Pemotongon Anggoron Melolui Mekonisme APBNP

Hiboh WHO

Jumloh yong Biso Direolisosikon
Reolisosi Anggoron Kegiolon

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

'I 7.952.815.000,-

3.247.614.0@,-

603.300.000.-

r 5.308.50r .000,-

13.978.936.386.-

Sosoron Strolegis ndikotor Kinerio Utomo Iorget Reolisosi

Meningkotnyo mutu
sorono dislribusi don

keomonon obot
beredor

Jumloh PBF yong meningkot
pemenuhon CDOB

150 PBF I50 PBF t@%

Jumloh tindok loniut regulolory
terkoit keomonon obot posco
pemosoron

l4 koiion I 3 kojion 92.20%

Jumloh lobel obot beredor yong
diowosl, dikoii don memenuhi
ketenluon

33100 lobel 31452
lobel

95.O2%

Jumloh iklon obot yong diowosi.
dikoji, clon memenuhi ketentuon 3500 iklon 3705 iklon r 05,86%
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tomp ron 5

PENGUXURAN TINEUA XEGIATAN
UNI TERJA: DINEfiORAT PENGAII,ASAN DIS]RIiUSI PRODUK TERAPfIIX DAN PKRT

TAHUX 2OI7

Meningkolnyo mru
sorono dishibusiclon

keomonon obol berodor

(egldldn

Sororon Progrom

Pcl.anlo!a
Pancopolon

IorCal
Scleloh Sol,

Aloctkns {%l

Urolon lndikoior (lncdo soluon
Torg.l Sebelum

Serr lr.,clk'rg

Torg.l
S.l.lch Salt

lroclkng
R6ollrorl

Paltanlara
Pancopolon

Torgal
Scbelul'l Selt

,loclkng Vol

lnpul:
99.51Do'ro Rp 900.043.5{X) 900.043.500 895.638.7 49 99,5)

oulput
102

Pengowo:on
Dislribusi/ Peredoron
Obot

Ju.nlqh PBt yong
dioedkso

PBF l.ro t43 t02

lnDUl:
Doxo 102.34r).000 $,94 89 ,9 4Rp I13.790.000 I13.7?0.0q)
output

2

t00

Pemoniopon
Pengowolion
DistribusiOboi
dengon Linlos Seklor

Jumloh Vokin yong di
somplin,;

75 75 tco75

lnpul:
98.49Dono Rp 54.860.000 54.860.000 53.8rC.000 98.09

Oulpul:

3 Pengembongon
Aplikosi 56rtiflkosi
CDOB

Pok€l Pongembongon
Aolikdi

I 100 lc0Pi l

lhpt t
460.568.0@ 99.47 99.47Dono Rp 463.034.0@ 463.0it4.00o

outpul:

Forum Komunikosi
Pengowoson
Distribusi P.oduk
Teropetik don PKRT 100Jun'-rloh Loporon Kegiolon I t00

Pengowoson
Dislribusi Procuk
I€ropelik dcn

PKRT

-
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Progrcm

Keglolorl

Urolon lndikotor Kncdo soluon
Tor9.l Scb.lum

Serr Sroc&rg

Toroel
56l.loh Sef

tloctkng

P€lt6nlqae
Pcncdpolon

Iorgel
Sct loh Sorf

Elocl*rE (%l

Pengowoson
Diskibusi Procuk
I€ropelik dcn

PKRT

5 Koordinos Dolom
Rongko Deloksi Dini

Obol PolsJ

lnput
Dono Rp l.t 79.578.000 1.149.578.(x)0 1.081.6:9.540 91,70 94.@

Outpul:
Jumloh Loporon (egioion _oporon I 100

6 Koordinoi 0olom
Rongko Deleksi Dini
Obol Polsu

lnDUt
Dono Rp 56.015.000 56.015.000 41.60r.000 7 4,27

Outpuh
Jumloh Keoiolon l(eoioion 100 tc0

7 Porlisiposi Aktif dolom
Perlemuon
lnteanotionol

lnDUl:
Dono Rp 772.000.000 530.618.000 492.043.665 63,7 4 92,72

Orrtput
lumloh Loporon Kegiolon tr It 7 88 s3

8 Evollosi Hosil

Pengowo!on
Dishibusi Obol

lnDUl:
Dono Rp 577.1m.000 264.229.W 263.7 61.6@ 45,74 98,34

Oulpulr
JLrn]loh (egioion I 50 50

9 Pengow05on Produk
llego Ternlosuk Polsu

lnpul:
Dono Rp 2tl.il73.00o 2fl.473.000 263.27a ))5 90,33 90,33

Output
Jumloh <osus Oboi lLegol tl tc l 120

t0 Troining lnspekiur
CDOB Terselruktur

lnpul:
Dono Rp 638.{r5.@O 638.,l85.00o 6t 3.440.000 96.08 96,08

Output
Junlloh Keoiolon l r00 tco

tl Sosiolisosi Con Eimlek
Pen6ropon Regulosi
Diskibusi Obot

lnput:
Dono Rp 724.350.000 724.350.000 644.25.1 524 84,94

Outpul:
Jumloh PBf P3F 4{0 4tJ0 571 tv),21 120,21

Meningkolnyo mllu
sorono disl busiclon

keomonon obol beredor

So!oron
R€dllso!l

Pcalanlq3e
Pencopolon

Torg.t
Seberqm Sel,
Uocikng (7")

100

120

84.94

56



o

o od

o o<
H;3do:
o

o
o
o

,t,

o6 U

o
o

-5 q i
E 2 e-*
6 =d 

q

a3. q

qeE
e dE
-o u

d *f

63.-Q=f3
<a 3 ii I 9:
3:ega4q3g*u*6!

r 6's 6'q

o

f,
o

o
6
d

a
o
o

o o
o
o

o
a
o
o

u 31

@

otl
o

o
d

d
o

o

o
o

o
! ia ca

q
!^ro
8

aE

n&
69-6i

b
I
8

!,
6o

F*q'
5 il'"!

p

E

b
I
t

o

!,

LJ

Fr-qq
5 $s;t i
8q gr

88 8

o_
o

!n

I
E

.-

b
r.o

t
I
!,

!o

E

bI
g

I

I
P

8

o
o
o o

ro

o'tt
o

a
o
o

a

8 q

d sg
oHe

:6

oog
oQ r:

88 k8

c"

H

EoI

e

b
8

!
a
a

o

o
o
o

).

d

ht'

o

0
o
o

8

^"o o6

d9 Y

:,o d
o

q: oo-6 r
o

\l

Eiai$
d€ i o

t[l

IeE

FI

tTl

lEll

I

t-
lH

t;
I

lut'
I

l.l

I

l,ll

I

t

l'l

lb
IE

l*lI



So3oron Progrom

Kegloton

Uroioit lndikolor l(inorjo sofuon
TorgGl Sebalum
SerflLclk g

TorgGl
Sctcloh Sert

Eloclkng
Reoll;osi

PcrrcnlaB€
Pcncopoion

TorOct
Seber{rrn Sel,
Blocir,o (7")

P€rlonloca
Pencopolon

Torgcl
s.tcloh sGf

Sloc|lng lrul
Pengowoson

Diskibusi Procuk
Teropeiik dcn

PKRT

19 lklon Peloyonon
Mosyqrokal
Pengowoson Obol

2.0o).000.000 27,13

I tm tco

2A Penyusunon Lokip
don Loproh

lnpuh
Do'1o Rp 97.300.000 ,7.300.000 93.665.000 96,26 96,26

Oulpul:
Jumloh Dokumen 0okumen 3a) 30 3C r00 tc0

2\ Penongg!ng Jowob
Pengelolo Keuongon

lnput:
Dono Rp 66.t.000.000 664.000.000 557.925.7(B aa.o2 u,a2
outpul:
Jumloh Bulon Bn t2 )2 li. t00 rc0

22 lnput
Dooo Rp 8t.600.0@ 8t.600.0@ 79.472.W) 97.8 97.8
Outpuh
Jumloh Sertifikol Serlifikot

tso
r00 100

Ropol Tinjruon
Monogemenl Muiu

lnpuf:
Dono Rp 2',t2.062.000 212.062.000 204.45,1.000 96,41

ouhut
Jumloh Loporon Kegiolon KL 1m lc0

24 Pengkojio'1 lsu/Signol
Keomonon Obol
Eeredor

lnpul:
Dono Rp l2,a-23:l. x) 126.233.(rcO 82.533.000 6534 65,38
Outpul:
Jumloh (oiion Koiion )4 14 t: 92,44 92.86

25 Pengkojioa Loporon
Efek Somping Obot
dori Tenogo
Keseholon don
lnduslri Formosi

lnpul:
Dono Rp 188.600.000 188.600.000 l86.97r).00O 99,14 99 ,14

Ouiput
Jumloh Loporon K€giolon 7(n 7(n ll6 l16

Meningkolnyo mrlu
sorono dislribusi don

keomonon obol beredor

58

Perkuolon QMS don
R6formosi Birokrosi

23

8l t2

llnod:
lpil--
loutput

9A,64Rp --- sso"ooo"ooot s4r,srr{om

-TT
[u.loh %,1qod"o" TpT

tl 
-ltt



Soi(,ron

M€ningkolnyo mrlu
sorono dislribusidon

keomonon obol beredor

Keslolon

Progrom

Pel3€nlo!a
Pcncopolqn

Torc.l
S.t.loh Serf

}loc,hng V")

Urolor lndlkolor Xlnodo soluon
Torg6l Sebelum

Sen lrocrkng

TorgGl
S.l.lch Self

tlocJkng
Reollsosi

Pal!enlo!a
Pcncopolon

Tolg.l
Seberum Sel,
Blocikng (7"1

lnpul:
9 4,47Dono Rp 15t.760.0@ l5't 76@00 142.751225 94,O7

outpuh

26 Monojamen Dolo
Formokovigilons

1@ 100JLrmloh Kegioton 3 3

lnput
9 t ,79Dono Rp 8s.970.0@ 89.970.000 9 4,99

outpuh

2/ tuistensi/krspeksi
Peheropon
formokovigilons

2l t00 t00Jumloh (eq oion 2) a)

lhpul:
9r.13 99,13Do.,)o Rp 188.790.fi)o 18B.790.O00 I 87.l54.900

Oufput

2A

100

WolkshoplPeningkot
on Kompdensi
tormokovigilons
KeDodo T,rnooo Jumloh Keoiolon li 3 100-l

tnpuli
98,r 9Dono Rp 2r7_lo0.000 1)2.OZt.ZJ) 98,t929 7./O0.0@

Oulpul:

29 Peningkolon
Kompelensi
Formokovlgilons Bogi

r00 100lumloh Keoiolon .,]
2

lnput
56,71 a9,27Rp 616.846.000 39r.846.0@

output:

30

t00
lnformosi luleiin
Berilo MESO J!mloh Kegioton Eulelin

MFSO

2 r00

lnDUl:
94,92Dono Rp 243.229.W 24O.59e.00O 97,71246.22i.W

outpt l:

3t

i00 t00

Peneropon
formokovigilons
Unluk Obol Progrom
ATM don Surveilon Jumloh Keqiolon 5 7

Pengowoson
Dislribusi Procuk
Teropetik dcn

PKRT

-

81.667.000

Dono 349.80).000

r--_____r______-----__T______-T

TT--

I
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r
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Progrom

(eqloton

Uroloh lndikotor (incrlo soluon
Torgal Seb.lum

Serf8r.,clk g

Iolgel
Sctelch Sor

Bloclkng
R6oll$orl

Pencopolon
torgct

Seberum sef
Bloclkng (7")

Pcncopok[l
Torg.l

sctoloh s.J,
tloclkng (%l

Meningkolnyo mJiu
sorono dislribusidon

keomonon obol beredor

Pengowoson
Dislribusi ProcLJk

Teropelik dcn
PKRT

32 Sh6nglh€ning Drug
Sofely Moniloring

lnout
Do:1o Rp 603.300.0@ 603.300.000 603.30) 000 r00 rco
Outpul:
lumloh Keoioion I 100 t00

33
Pembohoson
(lnlernol
Coordino ion ond
Comnuni:oiion
Kedeputic n l)

lnpuli
Do.1o Rp 383.040.0@ 383.OilO-(xX) 337.96r.000 84,23 8,23
Output
.lumloh Kegiolon I I tm tm

34 P€ningkolon
Kompolersi
/troiningn{orkshop/S
eminor lnlernoiionol

lnput:
Dono Rp 7rt-342_(xX) 711.442.W 559.075.4r6 7A,65 77,93

Output
Jumloh Keoiolon TR l; 5 t00 tao

35 Pengembongon
Aplikosi Dolobos6
Pusoi Ke\\,ospodoon
don
Penonggulongon
Keomonon Obol

lnpul:
Dono Rp 208"100.000 208.1(x).000 208.1m.000 t00 t00
Output
Jumloh Kegioion I I t00 100

36 Pilol Proje,:,
Peloporori Obol
Polsu Mel()lui Aplikosi
Smorlphone

lngut
Dono Rp 503.308.000 503.308.00o 494.m:.800 98,15 98.15

Outpuh
Jumloh Nokes 85 e3 121 ) 47 .6i 147,6 /

30

Sosoron

f_E--T--

-

I

T--
I



So!oron Progrom

reslolorl

Uaoion lndikolor Iln.rro Torg6l S.b€lum
Serf 8r. clkas

Iorg.l
S.lcloh Selt

Bloclkng
Roollro!l

Palsenlola
Pencopolon

Tqrg.t
Sebarrr,n Self
tlocltrlg V.l

Meningkotnyo mru
sorono dislribusicion

keomonon obol bsredor

Pengowoson
Disldbr.,rsj Proc uk
Teropelik dcn

PKRT

37 Survey Kepuoson
PelonOOo,1 Terhodop
Peloyonon Publik
Ditwos Distdbusi

lnpul:
Dono Rp t r.000.0@ 9?.0@.000 91 .997 .56 92,93 92,93

Outpul:
Jumloh Keoiolon l r00 tm

38 Pengowot,on
Pe klonon Obot
Sebelum Serodor

Rp 26X.

iolon 9 95

39 Forum Koordinosi
don Kom!nikosi lklon
Obol

lnDUl:
Dono Rp 172.962.W 63-961.000 54.I45.000 3l ,30 u,65
Output
lurr oh (eololon l 100 lao

41

Workshop

don Penondoon

lnlegrosi Aplikosi
SIAPIK don SIAMI

lnpul:
Dono Rp 75.820.000 7 5.820.000 63.737.(rD B4.06 u,06
Oulpul:
Juml h

trl:
Dono Rp 15r2.680.@0 152.680.000 143.470.000 93,97 93,97
Output:
.lumloh Penooondoon r00 tm

61

sofuon

Pertanlota
PGncopolon

Iorgel
Saleloh Scr,

,loclkng ('/"1

t-

l,"

260.(m.o@ 223.335.450lDono

2l 20
fouteut 

-

tt
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63

fo.mult P.ngukrrcn E{l.ntl (.!loton
Ilngkot Un[ OrgonlrdJ E bh ll

U.n OrgoniEd E .lon ll Dir.ldorsl ?.6eotro&n Dlfilbud Ptoduklcrsp. kdon PXII
?il7

IE KATEG'oII TESE

P.ngowdhn Dl.lribu.l / Pc.dolon Obol 99,51% t02,6tx 99,51% ,02,00% t,03 1,03 I Ef.i.n 0,03 0,03

2 P.rLmudn P.moinopon P.neoworoi U3t lbu.l rm0c4 m.0@ l.l l I 0,1I 0,tl

94.@% 9A,g/t t.02 I:l scrtlfrkotiClrol loJT; t 0c% l.a2 o,02 0,02
l6J% t.0l Ifqum [nlnltod P.nadoe. Oltlribut t 00% t,0l 0,01 0,ol

1qt6 t0@ 1,09 1,06 I5 Koddlndrl Dobm ronrko M.k lDlriobol Ein.r 0,06

/4,2/ tao% 74,27% IrI 1,35 1,35 l EndGnbordlndd Dolom toneko D.Lktl OlilOM tir.n 0,35 0,35

63,74% 92,72* 8A% t,3a 0,95 l Etd.n ldok Bti.,7 Poilllpori Alrtl dolom P.rt.muon hlr.nofiohcl o,3a ,0,05

45 7lEvolood Ho.{ P.naowoen Urtlbu{ r)tql 50% 5ar% t09 0,51 l 0,09
90 a't% lN7. 90.33% l2ox 1.33 1,3 I a3 0,33
96.qt% 96,0896 1,04t0 I rll% t0( 1,04 o,0a 0,04
88.9r% )2CrZ 88,9416 I2li 1.35 It! Sodo{tol d(n linn.t P.hdopon t guloC 1,35 0,!5 0,35

P.ny.bolon lnlormo.l k podo l$o.yorokol
Ddl6m GadLdh Idllon<d P.dullObol ddn
Pon.an Am(ln (GNPOP )

13.60% t0@ rm% 7.35 l,a7 It2 a,3i o,o7

(qdinod U o! S.ltor Doldm (qonrko 79 A,t% r 00% 95.166 toaflo 1.25 1,05 Il3 o,25 0,05

66,2-.q" 86 /24Sup.ivli/Pcndpoi &Lom
ropol/S.n{nq^{qbhop/rloanlng Nqdon<i

rco% 10016 t5t t,t5 I o,5l 0,t 5

96 5a%t5 Palspo&h lklon don r.nondcon st.ldoh 96,5t9" lvJL lqJ7, 1,0,1 l o.0a 0.0{

96,O17"P.nlnCkclon [.poluhon P.m.nuhon ltlo. don 96,O37. tao% 100% 1,04 1,04 l 0,04

l/ P..E.mbonlon Apllkod P.ngowotoh 96,3ft": tao% 96,37':7, t0 1,04 1,04 l 0,04 0,04

30t,45% 98,039t8 P.ninekoto. tcaulotl dltldong P.ngowoton I$JA t.x.)% 0,33 |,42 I 0,02

9A,64%lldon P.loyonon Moryqotol P.ngowoton Obol 21,l at:L 0o% 369 t.0r l 2,67 0,01

ldJ% 96,2A% r ocP, i,04 l,a1,N
0.0a 0.0/t

P.nonocum J ob P..cdolo K.uongon u,a7* locr% a4,aza l,l92l 0. r, o,t t
97.44% t0 97,&*A r 00j4, t,02 r,02 I22 Pcrkrrclo. Ai S don r.brmod rokq.i 0,02 o,o2

topct rniourn Monos.m..n Mdu 1ql 100% 1,04 I EnJeh

Penswoson Distribu3i

Produk Iaopetik dri

0,04

Meningkolnyo mutu sorcn.
disidbuli don keornonon obol

I,

-0.4?

l

93,8t16

1,04

23 l.o4



toi. -rolo CoNiqn iqocl lnlikoto. IE SE XATEG'oTI TE

Meningkdlnyo mutu s lono
diltiburi do keomdxh obol

PenOowoson Disldbusi
Produk 'Ioropelik do1

P(RT

?4 P.nslolldn lsu/gclrcl (.omohon Obdl 8.r.dd 65,34% 92,46% 6534% 92,86% 1,42 \,42 I E[rl.n Effi.h 0.42 0.12

P.nsloJlon lopqo. Et k !.mFln3 Obot don
l.nog. i.-halon don hdt]rlri tormod

! l6% 99,t 1% r t6% tt/ 1.\ 7 I o,17 o,1f

26 onoi.r .n Dolo rorm.kovlgllonr 94,0r t0( 94,a7% 100% 1,06 I ltul.n 0.06 0,04
27 AdrLnrl/lntp.kc F.a@pon rdmokovldont tg:fl" 91 / 10( 105 l,o9 l End.n Eirl.h 0,05 0.0?

2e Wo.trhoD/P.dngkolon bhp.l.hd
rdmobvlgflcd K.podo T.noeo k..hoion 3
lumoh sdkil

99,t3% tw% 99.13r" 100% r,0l t.0l l o,o1 o,ot

29 P.nlngkoton (omp.Lnd fdrnokovlgllonr !o9l 93.19% ]AVA 98,19% t0@ \,42 |.o2 l E0d.f o,o2 o,o2

30 P.nyu.un6n dor! P.ny.baon lnhrmod lul.dn
Ldlo lso

56.71% r 00% 4,2/% 100% t.t2 l o,7a o,'t2

3l P.n.roFh formokovlgilon! Udukobol
?rocrom ATM don St N.{dn KlPl

97,71% lor 98,921.. t.42 l,0l l Efltl.h 0.02 0.01

32 Slr.ncih.nins O.uc sotdy Monltorina vt% \6& r i)cr% llI% lffl t00 l o0o 0,00

P.n.moon P.mbohoEh (lntrnol c-rdinoton
ond Communlccfion (.drpunon )

8a 23% )6f7" 4e.23% l0@ l,l3 I 13 l 0,13 0,t 3

31 P.nlnlkoton (omp.t nd
/Idd6o..l{qkhoo/5.ninor n ..roltonol

/0,659. t 00% r 00,6 L42 1.28 I o,42 o,2a

35 P$g.mbongon Aplkoi Doiobor Pu.ot
(.worpodocn don P.non90olo.go.

r@.00r. l0r l00,co% 1U)% l,m 1,00 l Eir.h o,@ 0,00

36 PIot Prolocl Pd.p@n OM Pdtu l .lolt t 9a,15% 98,15% t 4/,67% r50 t,50 I 0,50 0,50

37 sury.y XGp@En P.longgon l.rhndop
P.l6v.^a6 ?ubllk Dlwoi Dl.lrlbu.l

92.9!/b 100% 92,99. t0c* r08 t.0a l 0,0! o.@

3a P.ngcwoEn P.dllcnon ob{i S.b.lom lr.dor 85,90% 95% 45,9 95% 1,tI Lll I Ei.l.n Eirl.h o,l I 0,

3t ldum Kcqdinoi dqn Kom!nikorl lklon obol 31,3C* ,c@ 81.65% )gJx 3 19 t.t8 l Efri.I 2,19 0,16

40 Wo*thop ?.mHnoon lklon don P.nond.da 44.46% 100% 84,06% )o(fr l o.19 o,l9

lnl.grd.l Aplikon 9APIX don SlAlilL 93,97% r0(% 93,9m lujL t06 1,06 I 0,06 0,oa

12 KIE Paihgnyo lntorruli lHon doh Lob.l Obot 93.49% I0c'96 93,89% tca% t0/ t0/ l o,o7 o,o7

43 AdmlnldBtl P.nc.lole.n X.songon oilwo!
Ditldburl PI don PXIT

97,4@ 100% 9 /.4Q% tao r,03 r,03 I [fftion E[rl.n 0,03 0,01

Op.ndond Diwo, Dlddbul ProdJk I@p.{k
dor ?Xn

r00% 71,197 tocl% r.35 I,35 l 0,35 0,35

45 P.rgodoon P.d.6gkopon ?.logai P.loyonon 100% t0o% ral% r 00,6 l,@ r,Qo l Eid.. 0,00 0,(rc

?.m.llhoroon Alot P.ngoloh Mo 24 522 r 0c% 92,45% 4,0a t,0a I Efili.n 3,04 0,oa

P.rgodoon AIoi P.nq.loh ho 9at5% t0c% 94,15% t00% t.o2 l,a2 l Eii.n o.o2 o,o2

I



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


